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MOTTO 
 
َٰ َي  ٓاوُنَماَءََٰنيِذَّلٱَٰاَهُّ َيأ  َََٰٰٰٓىَل ْ تَقْلٱَِٰفَُِٰصاَصِقْلٱَُٰمُكْيَلَعََٰبِتُك  ََٰٰٓ  ىَثُنْلْٱَوَِٰدْبَعْلِٱبَُٰدْبَعْلٱَوَٰ ِّرُْلِْٱبَٰ ُُّرْلْٱ
َٰ  ىَثُنْلِْٱب  ََُٰٰٓهَلََٰىِفُعَْٰنَمَفۥٌََٰٰعاَبِّ تَٱفٌَٰءْىَشَِٰهيِخَأَْٰنِم  َٰٓاََدأَوَِٰفوُرْعَمْلِٱب  ٍَٰٓن  َسْحِِإبَِٰهَْيلِإٌَٰء  ٌََٰٰٓفيِفَْتَََٰكِل  َذ
ٌَٰةَْحَْرَوَْٰمُكِّبَّرَٰنِّم  ََُٰٰٓهَل َفََٰكِل  َذََٰدْع َبَٰ  ىَدَتْعٱَِٰنَمَفۥََٰٰمِيَلأٌَٰباَذَع  
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan 
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, 
hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang 
mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) 
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar 
(diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian 
itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa 
yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.    
(Al-Baqarah :178)
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
       
1
Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya,(PT. Karya Toha Semarang: 
Semarang,2002)hlm. 52. 
vii 
 
 
PERSEMBAHAN 
Dalam perjuangan yang mengarungi samudera illahi tanpa batas, dengan 
keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang 
yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka 
yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku ,khususnya teruntuk :  
 Kedua orang tua tercinta, terutama ibu saya yang sudah menjadi orang tua 
terhebat yang berjuang mati-matian supaya saya bisa sampai dititik 
sekarang dan beliau selalu mendoakan saya,  memberikan semangat dalam 
belajar. Dan untuk Almarhum Bapak M.Umar Sa’id yang juga menjadi 
salah satu alasan saya untuk berjuang menyelesaikan studi saya, 
Terimakasih karena ridha kalian adalah ridhnya Allah. 
 Kepada adik saya Dias Rizky Hidayatullah yang menjadi alasan saya lebih 
semangat dalam menyelesaikan studi ini. Dia juga selalu mendoakan yang 
terbaik untuk kakaknya. Terimakasih dek. 
 Kepada keluarga saya,sahabat-sahabat saya terimakasih 4 tahun telah 
menemani perjalanan saya di masa kuliah selalu ada untuk saya, memberi 
cerita baru ,Bunga Riska permana, Ayu Sabilla Nurlealita, Nadya Indah 
Sholekah dan Anyssamara Umairoh. 
 Kepada sahabat saya dari dulu Lina, Evita, Dian, Erli , Astri dll. 
Terimakasih kalian juga salah satu yang selalu ada untuk saya. 
Terimakasih guys. 
 Teman-teman seperjuanganku angkatan kedua (2015) jurusan Hukum 
Pidana Islam B yang selalu ada dan menjadi penyemangat saya dalam 
mengerjakan skripsi ini. Terimakasih guys, semoga kita bisa berkumpul 
kembali di lain waktu. 
 Almamaterku Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 
 
 
 
 
viii 
 
 
PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ix 
 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء 
Hamza
h 
...’… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
x 
 
  ٓ  Fathah A A 
  ٓ   Kasrah I I 
  ٓ   Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Żukira 
3. ةهري Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لىح Ḥaula 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
xi 
 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ميق Qīla 
3. لىقي Yaqūlu 
4. يمز Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
xii 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحهط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّىتز Rabbana 
2. لّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
xiii 
 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhużuna 
3. ؤىنا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لىسزلاإدّمحمام و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 هيمناعنا بز للهدمحنا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
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9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هيقشاسناسيخ ىهن الله نإو 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 ناصيمناو ميكنا اىفوأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 RIANA PUTRI WARDANI, NIM: 152131049,”SANKSI TINDAK 
PIDANA PEMBUNUHAN MUTILASI(STUDI PRBANDINGAN HUKUM 
PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF )”. 
Permasalahan yang diangkat sebagai fokus penelitian adalah banyaknya 
pembunuhan di Indonesia salah satunya yaitu pembunuhan secara mutilasi, 
beberapa kasus pembunuhan ini bahkan menjadikan ketakutan tersendiri bagi 
masyarakat karena bentuk pembunuhan sekarang ini sangat diluar batas nalar 
manusia, dan bahkan hukum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah agar 
masyarakat mengetahui bahwa sanksi yang diperoleh atas perbuatan yang 
dilakukan pelaku. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kepustakaan (Library research), yang dimana data yang dihimpun melalui 
beberapa kitab Al-Quran dan buku mengenai hukum Islam serta hukum Positif, 
Undang-undang, media massa serta artikel-artikel dan jurnal. Teknik analisa data 
yang di gunakan penulis dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif 
karena penganalisisan data untuk menggambarkan suatu masalah berikut jawaban 
dan pemecahannya menggunakan uraian-uraian kalimat yang di peroleh dari data-
data kualitatif yang telah di simpulkan. Dalam sistematika penulisan, bab yang 
pertama adalah pendahuluan, bab kedua adalah landasan teori, bab ketiga adalah 
penerapan sanksi, keempat adalah analisis dan yang terakhir adalah penutup yang 
berisi kesimpulan dan saran. 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah hukuman bagi 
pelaku mutilasi dalam tindak positif adalah gabungan pemidanaan yaitu pasal 338 
tentang pembunuhan biasa, pasal 339 tentang pembunuhan didahului dengan 
perbuatan,pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan pasal 181 tentang 
menyembunyikan menghilangkan jejak. Dalam hukum islam pelaku pembunuhan 
mutilasi dihukum qishash atau diyat.perbedaan sanski pembunuhan mutilasi ialah 
dalam hukum islam terbagi menjadi 3 macam yaitu pembunuhan sengaja, 
pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan biasa, pembunuhan berencana. 
Hubungan antara pelaku bisa membayar diyat, tapi dalam hukum positif walaupun 
keluarga sudah mengampuni, hukum tetap berlaku. Persamaan sanksi tindak 
pidana pembunuhan mutilasi ialah menghilangkan nyawa seseorang, unsur-
unsurnya perbuatan menghilangkan nyawa.    
 
 
 
Kata kunci : Pembunuhan,Mutilasi, Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana positif 
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ABSTRACT 
    RIANA PUTRI WARDANI, NIM: 152131049, "SANCTIONS OF 
CRIMINAL MUTILATION MURDERING ACTIVITIES (ISLAMIC 
CRIMINAL AND POSITIVE LEGAL COMPARATIVE STUDY)." 
The problem raised as a focus of research is the number of killings in 
Indonesia, one of which is mutilation, some of these killings have even 
made people fearful because the current form of killing is beyond human 
reason and even the law. The purpose of this study is for the public to know 
that sanctions are obtained for the deeds committed by the perpetrators. 
      The research method used in this study is library research, in which data 
are collected through several books of the Koran and books on Islamic law 
as well as Positive law, Laws, mass media and articles and journals. The 
data analysis technique used by the author in analyzing data is descriptive 
qualitative because analyzing the data to describe a problem and the 
answers and solving it using sentence descriptions obtained from qualitative 
data that has been concluded. In writing systematics, the first chapter is an 
introduction, the second chapter is a theoretical foundation, the third 
chapter is the application of sanctions, the fourth is an analysis and the last 
is a conclusion that contains conclusions and suggestions. 
     The conclusion that can be drawn from this study is the punishment for 
mutilators in positive actions is a combination of convictions namely article 
338 on ordinary killings, article 339 on killings preceded by deeds, article 
340 on planned killings and article 181 on hiding traces. In Islamic law, the 
perpetrators of mutilation killings are sentenced to qishash or diyat. The 
difference between the sanski of mutilation killings is that in Islamic law it 
is divided into 3 types, namely deliberate killing, intentional homicide, 
ordinary murder, premeditated murder. The relationship between the 
perpetrators can pay diyat, but in positive law even though the family has 
forgiven, the law still applies. The equality of sanctions for the murder of 
mutilation is to take a person's life, the elements of which are to eliminate a 
life. 
 
 
 
Keywords: Murder, Mutilation, Islamic Criminal Law, Positive Criminal 
Law 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Perkembangan kehidupan yang sangat cepat sebagai hasil  pembangunan 
dari segala bidang kehidupan social,politik,ekonomi dan kebudayaan juga 
membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas dari segala  
kejahatan yang sangat merugikan bagi masyarakat. Apabila kita melihat kejadian 
kejahatan dinegeri ini kejahatan pembunuhan dan penganiayaan sangat sering 
terjadi seakan-akan sudah menjadi hal yang biasa. Hal ini menunjukkan bahwa 
sipelaku tersebut benar-benar telah membuktikan sebagai seseorang yang tidak 
mempunyai moral. 
Pembunuhan mutilasi banyak sekali terjadi di zaman sekarang karena 
masyarakat tidak begitu paham hukuman yang diberikan kepada pelaku tersebut. 
Banyak sekali faktor faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembunuhan 
mutilasi tersebut antara lain faktor ekonomi, kesalahapahaman, faktor asmara 
seperti kasus pembunuhan mutilasi yang terjadi  palembang yang dialami oleh 
kasir minimarket di Kota Palembang yang dibunuh oleh kekasihnya sendiri yang 
pekerjaannya sebagai prajurit TNI. Hakim pengadilan Militer I-04 Palembang 
telah menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Prada Deri Purnama terdakwa 
pembunuhan terhadap kasir minimarket di Kota Palembang.Vonis tersebut sama 
dengan tuntutan oditur mayor Chk Darwin Butarbutar yang meminta terdakwa 
dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan pasal 340 KUHP tentang 
pembunuhan berencana. 
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Hakim menilai perbuatan terdakwa memenuhi unsur pembunuhan 
berencana terhadap korban Vera Oktaria yang dilakukan pada 9 Mei 2019, bukti 
terencana diperoleh dari pemeriksaan dan keterangan salah satu saksi yang 
menyebut bahwa terdakwa akan membunuh korban jiga dugaan korban terbukti. 
Dugaan tersebut mengenai kemungkinan Vera Oktaria yang telah menjalin 
hubungan dengan pria lain, meski akhirnya dugaan tidak pernah terungkap karena 
korban mengunci layar ponselnya dan ponsel dihilangkan oleh terdakwa. Selain 
itu hakim menganggap sudah ada niatan terdakwa untuk membunuh yang 
dikuatkan dari fakta bahwa terdakwa membawa korban ke penginapan di 
Kabupaten Musi Banyuasin, padahal terdakwa mengatakan ingin kerumah 
bibinya. Namun niat terdakwa yang ingin memutilasi korban tidak terbukti karena 
saat kejadian terdakwa tidak menyiapkan peralatan, tapi upaya terdakwa yang 
membeli gergaji dan koper dianggap sebagai langkah menghilangkan jejak 
pembunuhan meski akhirnya ia gagal lalu melarikan diri ke Banten. Terdakwa 
Prada Deri Purnama juga resmi dipecat dari satuan TNI, status TNI itu juga yang 
semakin memberatkan vonis terhadap terdakwa.
1
 
Dalam perkembangan sekarang banyak manusia yang sudah tidak 
memikirkan resiko apa saja yang didapat jika melakukan suatu kejahatan. 
Contohnya banyak tindakan pembunuhan bahkan semakin ganas. Tidak hanya 
dibunuh tapi juga dipotong-potong bagian tubuhnya kemudian di buang ketempat 
berbeda-beda. Seharusnya sifat manusia lebih manusiawi tapi kenyataannya 
berbanding terbalik dengan sifat yang dimiliki manusia pada umumnya. Manusia 
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Kasus pembunuhan Mutilasi di Kota Palembang dikutip dari https://nasional.tempo.co 
diakses pada 4 Maret 2020. 
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sekarang sudah hilang akal sehatnya karena melakukan pembunuhan yang sangat 
keji yaitu pembunuhan mutilasi.  
Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja 
maupun tidak, menghilangkan nyawa orang. Perbedaan cara melakukan perbuatan 
tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan 
tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan 
terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat 
dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-
unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu. 
Zaman sekarang banyak pembunuhan dengan cara yang sangat sadis salah 
satunya adalah dengan cara mutilasi. Mutilasi merupakan sebuah budaya yang 
pada dasarnya telah terjadi selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun, banyak 
suku-suku di dunia yang telah melakukan budaya mutilasi dimana perbuatan 
tersebut merupakan suatu identitas mereka terhadap dunia, seperti suku aborigin, 
suku-suku Brazil, Amerika, Meksiko, Peru dan suku Conibos. Pada umumnya 
mutilasi ini dilakukan terhadap kaum perempuan dimana tujuannya adalah untuk 
menjaga keperawanan mereka, yang sering disebut dengan Female Genital 
Mutilation (FGM).FGM merupakan prosedur termasuk pengangkatan sebagian 
atau seluruh bagian dari organ genital perempuan yang paling sensitif.
2
 
Pelanggaran terhadap jiwa terjadi dengan membunuh atau dengan yang 
lebih ringan dari itu,seperti memotong anggota bagian tubuh atau melukainya. 
                                                          
       
2
Gilin Grosth, Pengantar Ilmu Bedah Anestesi, (Yogyakarta : Prima Aksara,2004), hlm 21. 
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Biar bagaimanapun pelanggaran tersebut merupakan kejahatan pembunuhan, 
diwaktu itu wajib Qishash. 
3
Seperti juga mutilasi yaitu mayatnya dipotong-potong 
mungkin hukumannya lebih berat karena selain membunuh juga melukai jasadnya 
dengan cara dipotong-potong secara sadis dan kejam. 
Allah berfirman didalam surat Al-Isra‟ ayat 33 : 
اتِيْللّٰهُ وَقْ تِيْ ا لَّ 
تِيْوالُ  للّٰهُاواوَ لَّ وَ اقْ تِيْ لَّاوا وَ قْ لَّتَلاواو لُ لُتَ قْ وَتَ ا وَ وَ  ۗهتِيْللّٰهُي
تِيْاوَ 
تِيْاااوَلقْ وَعوَجا قْدوَ وَتَفااًمقْ لُ قْظوَماوَل
تِيْ لُقا قْنوَموَ ا ٖا قْفتِيْ قْسلُيا وَلَوَفااًل طقْ لُسا
اتِيْلقْ وَ قْاوا تِيْللّٰهُ  ۗهلَّنتِيْوا ًٗورقْ لُصقْلوَماوَناوَكا  
Artinya : 
“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah               
(membunuhnya),kecuali dengan situasi  yang benar. Dan barang siapa dibunuh 
secara zalim,maka sungguh,kami telah memberi kekuasaan kepada walinya,tetapi 
janganlah walinya itu melampauibatas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia 
adalah orang yang mendapat pertolongan”(QS. Al-Isra’ : 33).4 
 
Menurut sejarah peradaban manusia awal mula munculnya tindakan 
pembunuhan yang dilakukan Qabil terhadap Habil. Islam memandang tindakan 
pembunuhan sebagai perbuatan yang pantas mendapatkan hukuman yang 
setimpal. Sebab akibat dari kejadian tersebut tidak hanya merugikan si korban (Al- 
Majna’alaih) tapi juga terhadap masyarakat. Bahkan Allah menyatakan bahwa 
membunuh seseorang sama saja dengan membunuh semua manusia. 
Memang kasus mutilasi tidak banyak yang terungkap dikarenakan bagian 
tubuh yang dipotong-potong dan jasadnya dibuang terpisah. Akibatnya dapat 
merugikan keluarga korban yang mengalami sedih berkepanjangan dan trauma. 
Sementara pelaku dapat dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan 
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 Syekh Muhammad syaitut,Akidah dan Syariah Islam ,(Jakarta: Pt Bina Aksara,1959),hlm.59. 
       
4
Departemen Agama RI, Al-Qur’anAl Karim dan Terjemahannya,(Semarang:PT.Karya Toha 
Putra Semarang), hlm,544. 
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berencana dengan subsider pasal 338 Kuhp tentang pembunuhan biasa,dilain 
pihak pelaku juga melanggar pasal 181 KUHP tentang orang yang 
mengubur,menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat dengan 
maksud untuk menyembunyikan kematian orang tersebut. Sedangkan dalam 
hukum Islam seseorang yang melakukan perbuatan membunuh hukumannya 
Qishash atau diyat.  
Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
yang dituangkan dalam judul skripsi “SANKSI TINDAK PIDANA 
PEMBUNUHAN MUTILASI (STUDI PERBANDINGAN HUKUM PIDANA 
ISLAM DAN HUKUM POSITIF). 
B. Rumusan Masalah  
Dari judul skripsi diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan 
skripsi diatas adalah:  
1. Bagaimana sanksi  pidana pembunuhan mutilasi menurut hukum pidana positif  
dan hukum pidana Islam? 
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan sanksi tindak  pidana pembunuhan 
mutilasi menurut hukum pidana positif dan hukum Islam? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mejelaskan sanksi yang diberikan terhadap sipelaku mutilasi menurut 
hukum Islam dan hukum positif  
2. Dapat membedakan perbandingan hukuman atau saksi untuk pelaku tindak  
pembunuhan secara mutilasi dalam hukum pidana Islam maupun hukum 
positif. 
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D. Manfaat Penelitian   
1. Secara teoritis  
Untuk memberi pemahaman  bagi masyarakat luas tentang faktor-faktor apa 
saja yang menyebabkan terjadinya pembunuhan secara mutilasi. 
2. Secara praktis  
Hasil pengetahuan ini diharapkan dapat memberi penjelasan terhadap 
masyarakat tentang sanksi yang diperoleh dalam melakukan perbuatan mutilasi  
dan supaya penegakan hukum terhadap mutilasi segera bisa diterapkan. 
E. Kerangka Teori 
1. Pengertian Tindak Pidana  
Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis 
normatif).Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau 
kriminologis.Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah 
perbuatan seperti yang in-abstact dalam perbuatan pidana. Sedangkan kejahatan 
dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang 
hidup di masyarakat secara konkrit.
5
 
Istilah tindak pidana dipakai dalam hukum pidana. Kata tindak lebih 
pendek dari kata perbuatan, tapi kata tindak juga tidak bisa menunjuk hal abstrak 
seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan. Sebagaimana halnya  peristiwa 
dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak gerik atau 
sikap jasmani seseorang. 
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 Mulyadi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, (Alumni, Bandung, 
2010) ,hlm.10. 
7 
 
  
 
Ada beberapa pengertian perbuatan pidana salah satunya yaitu perbuatan 
pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang 
disertai ancaman yang berupa pidana tertentu,bagi siapa saja yang melanggar 
larangan tersebut. Asal saja diingat bahwa larangan diajukan pada perbuatan, 
sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menujukannya 
kejadian itu.
6
 
Suatu peristiwa dapat dikatakan peristiwa pidana harus memenuhi 
beberapa syarat  
7
: 
a. Harus ada suatu perbuatan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 
atau kelompok orang. 
b.  Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang.            
Pelakunya harus melakukan suatu kesalahan dan harus 
mempertanggungjawabkan  perbuatannya. 
c.  Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu 
memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan 
hukum. 
d.  Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hokum yang   
dilanggar itu dicantumkan sanksinya. 
2. Pengertian Pembunuhan  
Pembunuhan merupakan bentuk tindak pidana terhadap “nyawa” yang dimuat 
pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan Terhadap Nyawa Orang”, yang diatur 
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 Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana,(Jakarta:Rineka Cipta,1993), hlm.54. 
         
7
 J.B.Daliyo, Pengantar Hukum Indonesia,(Jakarta: Prenballindo, 2001), hlm.93. 
8 
 
dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Mengamati pasal-pasal tersebut maka 
KUHP mengaturnya sebagai berikut: 
a. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia 
  b. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang/baru dilahirkan  
 c.  Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan.
8
 
3. Macam-Macam Pembunuhan  
a. Pembunuhan disengaja  
Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku 
perbuatan tersebut sengaja melakukan suatu perbuatan dan dia menghendaki 
akibat dari perbuatannya. 
b. Pembunuhan berencana  
Pembunuhan ini hampir samadengan pembunuhan sengaja hanya terdapat 
perbedaannya jika pembunuhan sengaja dilakukan seketika pada waktu timbul 
niat, sedangkan pada pembunuhan ini pelaksanaan ditangguhkan setelah niat 
itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu 
dilaksanakan. 
c. Pembunuhan karena kesalahan  
Dalam pembunuhan ini, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk 
melakukan perbuatan yang dilarang, dan tindak pidana pembunuhan terjadi 
karena kurang hati-hati atau kelalaian dari pelaku. Adapun unsur-unsur 
pembunuhan karena kesalahan adalah, sebagai berikut:  
1) Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban.  
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 Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh,Pemberantasan dan 
Preverensinya, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.19. 
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2) Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan (kelalaian) pelaku.  
3) Antara perbuatan kekeliruan dan kematian korban terdapat hubungan 
sebab akibat 
4. Pengertian Mutilasi  
Dalam membahas terminologi atau istilah mutilasi hal ini mempunyai 
penafsiran atau pengertian makna dengan amputasi sebagai mana yang sering 
digunakan dalam istilah kedokteran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI) Mutilasi adalah proses atau tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh 
manusia atau hewan.
9
 
Ada salah satu pendapat dari seorang sarjana tentang peristilahan kata 
mutilasi yaitu dari Ruth Winfred yang mengartikan mutilasi atau amputasi disebut 
juga dengan flagelasiadalah pembelahan dengan membuang bagian tubuh.
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5. Jenis-Jenis Mutilasi  
Mutilasi itu ada beberapa dimensi perencanaan (direncanakan- tidak 
direncanakan). Dimensi pelaku (individu- berkelompok). Dari berbagai macam 
jenis mutilasi. Secara umum setidaknya mutilasi dibagi menjadi dua bagian yaitu : 
a. Mutilasi Defensif atau yang disebut juga sebagai pemotongan atau pemisahan 
anggota badan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak setelah pembunuhan 
terjadi. Motif  dari pelaku adalah untuk menghilangkan tubuh korban sebagai 
barang bukti atau untuk menghalangi diidentifikasikannya potongan tubuh 
korban. 
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Mulyano, M Anto, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka.1998) 
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Ramlan Abdur I Doi, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam, (Jakarta: PT Rineka  Cipta, 
1998), hlm.,35. 
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b.  Mutilasi ofensif adalah suatu tindakan irasional yang dilakukan dalam 
keadaan mengamuk. Mutilasi kadang dilakukan sebelum membunuh korban. 
Pelaku pembunuhan secara mutilasi termasuk melanggar pasal 340 KUHP 
pembunuhan berencana ancaman mati,pasal 338 dengan ancaman hukuman 
maksimal 15 tahun penjara. 
Pasal 340 KUHP berisi hampir sama dengan pasal 338 KUHP,hanya bedanya 
di dalam pelaksanaan. Pasal 338 dilakukan seketika pada waktu timbul niat 
sedangkan pasal 340 KUHP pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu 
dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup sipelaku berfikir sebentar saja 
sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa 
yang dilakukannya.
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6. Pengertian Pembunuhan secara Hukum Islam. 
a. Sejarah Terjadinya pembunuhan 
Pembunuhan pertama dalam kehidupan manusia adalah pembunuhan yang 
dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah 
dalam Al-Qur‟an Surah Al-Ma‟idah ayat 27-31. Dalam ayat 30, antara lain 
disebutkan: 
اوَنيتِيْ 
تِيْس وَقْٱ اوَن
تِيْماوَ وَ قْ وَ وَفا لُهوَ وَتَ وَ وَتَفا
تِيْهي تِيْ وَ اوَلقْ وَتَقا لُهلُسقْ وَتَنا لُهوَاا قْ وَ لَّ وَطوَف 
 “Maka hawa nafsu Qobil menjadikannya menganggap mudah membunuh 
saudaranya,sebab itu dibunuhnyalah maka jadilah ia seorang diantara orang-
orang yang merugi.(QS, Al-Ma’idah: 30)”.12 
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Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al Karim dan Terjemahannya,(Semarang:PT.Karya Toha 
Putra Semarang), hlm.210 
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Dalam ayat selanjutnya,Allah menjelaskan bahwa pembunuhan tanpa alasan 
terhadap seseorang berarti sama saja membunuh manusia secara keseluruhan
13
. 
Dalam ayat 32 disebutkan sebagai berikut :  
اوَلوَ وَتَقااوَلَّنَّوَ وَكوَفا تِيْضقْروَ قْلْ ا تِيْ اٍداوَسوَفا قْ وَ ا ٍقْ وَتَناتِيْقْيْوَغتِيْباا
ًًۢس قْ وَتَناوَلوَ وَتَقانوَما لُهلَّنوَ اوَلي
تِيْء ٓوَ قْستِيْإآتِيْنِوَبا  ىوَ وَ ااوَل قْتَ وَتَ وَكا وَك
تِيْا  وَذا تِيْل قْجوَ ا قْنتِيْم
املُهقْتَل تِيْللّٰهُماًويْتِيْث وَكالَّنتِيْإالَّلُثُا تِيْ  وَلتِيْللّٰهُيوَتَ قْاٱتِيْبااوَللُ لُسلُراقْملُهقْتَ وَٓءا وَجا قْدوَ وَاوَ ۚاااًعي
تِيْوَجَا وَسالَّلا ااوَي قْ وَ ٓااوَلَّنَّوَ وَكوَفااوَهاوَي قْ وَ ا قْنوَموَ ااًعي
تِيْوَجَا وَسالَّلا 
اوَن لُفتِيْ قْسلُ وَاا تِيْضقْروَ قْلْ ا تِيْ ا وَك
تِيْا  وَذاوَدقْعوَتَب 
“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani israil,bahwa barang 
siapa yang membunuh seorang manusia,bukan karena orang itu(membunuh 
orang lain), atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-
akan dia telah membunuh manusia seluruhnya, dan barang siapa yang 
memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara 
manusia semuanya...(QS. Al-Ma’idah : 32)14 
Demikian beratnya akibat dari pembunuhan seperti yang dilukiskan dalam 
surah Al-Ma‟idah : 32 diatas, sehingga Allah SWT menetapkan pada Surah Al-
Ma‟idah : 45 tentang hukuman mati sebagai hukuman yang setimpal dengan 
perbuatan membunuh. Allah swt berfirman didalam surat Al-maidah ayat 45 : 
اتِيْللّٰهُن تِيْللّٰهُساٱتِيْبالَّن
تِيْ
للّٰهُسا وَا
تِيْنلُذلُ قْلْٱتِيْباوَنلُذلُ قْلْ وَا تِيْفنوَ قْلْٱتِيْبا وَفنوَ قْلْ وَاتِيْ قْيْوَعقْاٱتِيْباوَ قْيْوَعقْا وَا تِيْ قْ لَّتَلاٱتِيْبا وَ قْ لَّتَلا الَّنوَ ٓاا وَهي
تِيْفاقْمتِيْهقْيوَ وَ ااوَل قْتَ وَتَ وَكوَ 
اوَن لُ 
تِيْ  لَّظا الُملُها وَك
تِيْ ٓ وَا و۟ لُ وَفالُلَّا ا وَ وَننوَ ٓااوَتِيْ املُكقْوَ اقْلَّ انوَموَ ۚاا لُهلَّااصٌ وَرالَّ وَكا وَ لُهوَتَفا 
تِيْهتِيْبا وَ لَّدوَصوَ انوَ وَفۚاا صٌ اوَص
تِيْقاوَو لُ لُقْٱ وَ 
 “kami telah menetapkan bagi mereka didalamnya(Taurat) bahwa nyawa dibalas 
dengan nyawa,mata dengan mata,hidung dengan hidung,telinga dengan 
telinga,gigi dengan gigi,dan luka-luka(pun) ada qisasnya(balasan yang 
sama)barang siapa melepaskan hak qisasnya maka itu(menjadi)penebus 
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dosabaginya,barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang 
diturunkan Allah,maka mereka itulah orang-orang zalim.”.15 
b. Pengertian Pembunuhan Menurut Hukum Islam Pembunuhan dalam bahasa 
Indonesia diartikan proses,perbuatan, atau cara membunuh. Sedangkan dalam 
bahasa Arab, pembunuhan disebut “al-qatlu” yang artinya mematikan. Dalam 
istilah, pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat 
Syarbini Khatib sebagai berikut:“pembunuhan adalah perbuatan yang 
menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang”.Abdul Qadir‟Audah 
mengemukakan pengertian pembunuhan ialah: “Pembunuhan adalah perbuatan 
seorang manusia yang menghilangkan kehidupan,yakni menghilangkan nyawa 
seseorang dengan sebab perbuatan orang lain”. 
Dari pengertian tersebut diatas dapat diketahui bahwa untuk bisa dianggap 
sebagai pembunuhan,harus dipenuhi tiga unsur : 
1) Adanya perbuatan manusia 
2) Perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa manusia 
3) Perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan hukum16 
Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembunuhan 
adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya 
nyawa,baik perbuatan tersebut dilakukan sengaja maupun tidak sengaja.
17
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7. Mutilas Menurut Hukum Pidana Islam  
Secara nyata manusia tidak lepas dari kejahatan,walaupun para pelaku 
akan menyadari bahwa tindakan tersebut akan dihukum. Jadi sebenarnya 
sangatlah sulit untuk menghentikan suatu kejahatan, termasuk pula kejahatan 
pembunuhan. Salah satu kejahatan kekerasan adalah pembunuhan. Unsur tindakan 
sengaja dan menyebabkan kematian terlihat jelas terutama pada kejahatan 
pembunuhan secara mutilasi. 
Kejahatan mutilasi atas korban tampaknya merupakan hal yang menarik 
jika dilihat dari aspek-aspek pembunuhan. Karena seringkali kejahatan mutilasi 
disamakan begitu saja dengan kejahatan pembunuhan. Berdasarkan studi tentang 
kejahatan mutilasi cenderung dijadikan satu dengan kategori trend kejahatan 
pembunuhan.
18
 
Menurut hukum Islam, pembunuhan secara mutilasi tersebut telah terjadi 
suatu gabungan dalam melakukan tindak pidana,yaitu satu orang telah melakukan 
beberapa peristiwa pidana. Adanya gabungan peristiwa pidana ini menimbulkan 
adanya gabungan pemidanaan. Jadi, gabungan pemidanaan ada karena adanya 
gabungan melakukan tindak pidana dimana masing-masing belum mendapatkan 
putusan akhir. 
Syariat Islam tidak membedakan antara satu jiwa dengan jiwa yang 
lain,hukum Qishas adalah hak dan tidak mengenal perbedaan apakah yang 
terbunuh itu orang dewasa atau anak kecil,laki-laki atau perempuan. Setiap insan 
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memiliki hak untuk hidup dan tidak boleh seorang pun secara hukum menganggu 
hak hidupnya dengan cara apapun. 
Mengenai pelaksanaan pidana Qishas pada delik pembunuhan sengaja 
diantara ulama ada perbedaan pendapat. Imam Syafi‟I dan imam Maliki 
berpendapat bahwa pelaksanaan pembalasan adalah harus sama bagaimana 
seseorang itu membunuh. Namun jika pembunuhnya tidak mati secara bersamaan 
harus memakai pedang. Imam abu hanifah menyatakan bahwa penggunaan 
pedang sebagai alat pelaksanaan Qishas, tampaknya lebih manusiawi, pendapat 
itu didasarkan asumsi bahwa pedang merupakan alat yang paling cepat 
mematikan,sehingga terhukum tidak merasa tersiksa. Berdasarkan asumsi diatas 
dikemukakan, apabila ada alat yang bisa dianggap lebih cepat mematikan,dapat 
pula digunakan untuk Qishas.
19
 
Sedangkan dalam hukum pidana Islam hukuman yang ditetapkan bagi 
pembunuhan sudah ditentukan didalam Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 178 : 
ا قْنوَ وَفۚاا  ىوَثنلُ قْلْٱتِيْبا  ىوَثنلُ قْلْ وَا
تِيْدقْ وَعقْاٱتِيْبالُدقْ وَعقْا وَاتِيْللّٰهُ لُقْ ٱتِيْبا ُّ لُقْ  ۖااىوَ قْتَ وَ قْا ا تِيْ ا لُ اوَص
تِيْ قْا الُملُكقْيوَ وَ ا وَب
تِيْ لُكا
و۟و لُلوَمووَءاوَني
تِيْذلَّا ااوَهُّتَيوَ وَيَ
اتِيْنوَ وَفۗااصٌةوَقْحْوَروَ اقْملُكتِيْللّٰهُبلَّران
تِيْللّٰهُما صٌفيتِيْ قْوَتَا وَكتِيْا  وَذۗااٍن  وَس قْ تِيْتِيْبِا
تِيْهقْيوَاتِيْإاصٌٓءووَدوَ وَا
تِيْف لُ قْعوَ قْاٱتِيْبا
ًۢ
صٌعاوَ تِيْللّٰهُ ٱوَفاصٌء قْىوَشا
تِيْهي تِيْ وَ ا قْنتِيْما لُهوَاا وَى
تِيْ لُ 
اصٌمي
تِيْاوَ ا صٌاووَذوَ ا لُهوَ وَتَفا وَكتِيْا  وَذاوَدقْعوَتَبا  وَدوَ قْ   
”Wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu 
(melaksanakan) Qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka 
dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya,perempuan dengan 
perempuan. Tetapi barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, 
hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diyat (tebusan) 
kepadanya dengan baikpula, yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat 
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dari tuhanmu. Barang siapa melampau batas setelah itu, maka ia akan 
mendapatkan azab yang sangat pedih”.20 
Menurut penjelasan diatas pembunuhan secara mutilasi memang sangat 
perlu di pelajari lagi perlu lebih diperhatikan lagi dan diberikan sanksi yang berat 
karena tidak hanya menghilangkan nyawa seseorang tetapi juga memotong-
motong bagian tubuh korban. 
8. Pengertian Jarimah 
Jarimah(tindak pidana) didefinisikan oleh imam mawardi adalah segala 
larangan syara‟(melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal 
yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum had atau ta’zir.21 
Dari definisi diatas, jelaslah bahwa Imam al-Mawardi memasukkan 
qishash dan diyat kedalam tindak pidana hudud, sekalipun para ulama yang lain 
membedakannya, antara ulama dewasa ini yang sependapat dengan pendapat 
imam al-Mawardi adalah „Abd al- „Azir Amir. Ia beralasan bahwa qishash dan 
diyat itu sama-sama ditentukan sebagai jarimah dan hukumannya ditentukan oleh 
al-Qur‟an dan al-Hadis.22 
Jarimah dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan 
aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya para ulama membagi jarimah berdasarkan 
aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-Qur‟an 
atau al-Hadis, atas dasar ini,mereka membaginya mnjadi tiga macam yaitu : 
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a. Jarimah hudud 
Meliputi yaitu perzinaan, qadzaf (menuduh zina), minum khamr, 
pencurian, perampokan, pemberontakan dan murtad  
b. Jarimah qishash/ diyat  
Yang mendapatkan jarimah qishash meliputi; pembunuhan sengaja, 
pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukaan sengaja 
dan pelukaan semi sengaja. Imam Malik membagi pembunuhan menjadi dua 
macam : pembunuhan sengaja dan pembunuhan karena kesalahan. Alasannya 
al-Qur‟an hanya mengenal kedua jenis jarimah tersebut.  
c. Jarimah ta’zir  
Jarimah ta’zir terbagi menjadi tiga bagian : 
1) Jarimah hudud atau qishash/diyat yang subhat atau tidak memenuh syarat, 
namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, 
percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga dan pencurian aliran 
listrik  
2) Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh al-Qur‟an dan al-Hadis, namun tidak 
ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak 
melaksanakan amanah dan menghina agama. 
3) Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan 
umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan 
kemaslahatan umum.
23
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F. Tinjauan Pustaka 
Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-
penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan baik mengenai kekurangan 
atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu peneliti juga menggali informasi dari 
buku-buku maupun skripsi dan jurnal dalam rangka mendapatkan suatu informasi 
yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan 
untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Penelitian-penelitian tersebut dapat 
dikategorikan sebagai berikut: 
Siti Rihanah Supriyono dalam skripsinya yang berjudul “Pembunuhan 
secara Mutilasi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”.24Dalam skripsinya 
menjelaskan analisis dari segi kriteria pembunuhan secara mutilasi dan analisis 
dari segi sanksi pelaku pembunuhan mutilasi. Perbedaan dengan skripsi saya yaitu 
saya lebih fokus dalam membandingkan hukuman bagi pelaku pembunuhan 
secara mutilasi menurut hukum positif dan hukum pidana islam. 
Resti Hanawanto Sukotjo dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan 
Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan disertai Mutilasi di Pengadilan 
Negeri Magetan”.25 Dalam skripinya menjelaskan hambatan hambatan yang 
terjadi saat penyelesaian dalam kasus pembunuhan mutilasi di Pengadilan Negeri 
Magetan. Salah satu hambatannya ialah faktor hukum, faktor penegak hukum, dan 
faktor sarana dan prasarana. Perbedaan dengan skripsi saya yaitu saya hanya 
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membahas sanksi tindak pidana pembunuhan dan Perbandingan Sanksi tindak 
Pembunuhan Mutilasi. 
Nia Amanda dalam skripsinya yang berjudul “ Tinjauan Kriminologi 
terjadinya Pembunuhan Berencana dengan Mutilasi (Studi di polresta Bandar 
lampung)”.26Dalam skripsinya menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak 
pembunuhan mutilasi dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana 
pembunuhan berencana dengan mutilasi. Yang upaya penanggulanganya dibagi 
menjadi 2 yaitu upaya penal dan non penal. Perbedaan dengan skripsi saya yaitu 
penelitian saya membahas sanksi yang diberikan terhadap pelaku pembunuhan 
mutilasi. 
G. Metode Penelitian 
Dalam penyusunan suatu karya ilmiah, penggunaan metode mutlak 
diperlukan untuk mempermudah penelitian sebagai cara kerja yang efektif dan 
rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal,Berikut uraiannya: 
1. Jenis penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 
library research(penelitian pustaka) yaitu penelitian yang dilakukan dengan 
mengumpulkan bahan melalui literature yang sesuai dengan judul yang diangkat 
yaitu sanksi pidana pembunuhan smutilasi studi perbadingan hukum Islam dan 
hukum positif. 
2. Sumber data 
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Karena penelitian ini penelitian pustaka,maka menggunakan data 
sekunder,yaitu data yang didapat dari keterangan-keterangan atau pengetahuan 
yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi-studi kepustakaan seperti 
buku-buku,hasil-hasil penelitian atau sumber tertulis lainnya. Data sekunder juga 
berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun data dalam penelitian ini 
diperoleh dari tiga sumber yaitu : 
a. Bahan Hukum Primer  
Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objeknya bahan 
hukum primer meliputi bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat
27
. 
Dapat berupa peraturan perundang-undangan yang menyangkut penelitian ini. 
Yang menyangkut adalah al-Qur‟an, KUHP, dan hadist. 
b. Baham Hukum Sekunder  
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 
penjelasan terhadap bahan hukum primer, hal ini bisa berupabuku-buku hasil dari 
kalangan hukum, hasil-hasil penelitian seperti skripsi, jurnal hukum, dan bahan 
lain yang berkaitan dengan pokok bahasan, seperti dan karya-karya lainnya yang 
berkaitan dengan masalah judul penelitian ini
28
 
c.  Baham Hukum Tersier  
Tulisan yang mendukung dalam pembahasan permasalahan yang diteliti. 
3. Teknik pengumpulan data  
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Salah satu rangkaian dalam penelitian yang sangat penting yaitu pengumpulan 
data,karena pengumpulan data ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi 
sebanyak-banyaknya tentang permasalahan yang diteliti,untuk menghindari 
kerancuan atau kekurangan data untuk penelitian. 
4. Analisis Data 
Metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah metode 
kualitatif. Adapun metode yang dipergunakan dalam suatu analisis tidak dapat 
dipisahkan dengan jenis data yang dipergunakan. Penelitian ini menggunakan 
metode analisis deskriptif  kualitatif yaitu penganalisisan data untuk 
menggambarkan suatu masalah berikut jawaban atau pemecahannya dengan 
menggunakan uraian-uraian kalimat yang diperoleh dari data-data kualitatif yang 
telah disimpulkan
29
. 
H. Sistematika penulisan  
Secara keseluruhan skripsi terdiri dari lima bab. Untuk mempermudah 
penyusunan skripsi ini agar lebih terarah,serta membahas dan menjabarkan 
rangkaian pembahasan dari awal hingga akhir secara sistematis, maka disusunlah 
kerangka penulisannya.adapun sistematika pembahasan ini meliputi: 
Bab I Berisi pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan 
Masalah,Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, 
Metode Penilitian, dan Sistematikan Penulisan. 
Bab II  landasan teori yang menguraikan tinjauan umum tentang 
pembunuhan mutilasi yang meliputi pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak 
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pidana, definisi pembunuhan, macam macam pembunuhan, pengertian mutilasi 
dan jenis-jenis mutilasi. 
Bab III meliputi deskripsi data penelitian yang memuat sanksi 
pembunuhan  mutilasi secara  perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif. 
Bab IV berisi perbandingan sanksi pembunuhan mutilasi dalam hukum 
pidana Islam dan hukum positif. 
Bab V  adalah penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari 
pertanyaan pokok yang telah dikemukakan sebelumnya  
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SECARA 
MUTILASI 
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana  
a. Menurut Hukum Positif  
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari ”strafbaar feit’’ , 
didalam kitab undang-undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan 
mengenai apa sebenarnya yang dimaksud strafbaar feit  itu sendiri. Biasanya 
tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni 
kata delictum 
1
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Tercantum sebagai 
berikut :  
“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.” 
Berdasarkan penjelasan diatas maka delik memuat beberapa unsur : 
1) Suatu perbuatan manusia 
2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. 
3) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung 
jawabkan.  
Didalam KUHP juga tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak 
pidana2. Karenanya, para penulis hukum pidana telah memberikan pendapat 
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mereka masing-masing untuk menjelaskan arti dan istilah tersebut diantaranya 
: 
a) Menurut Wirjono Prodjodikoro, „tindak pidana berarti suatu perbuatan yang 
pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.
3” 
b) Menurut D. Simons, tindak pidana (strafbaar feit) adalah kelakuan (handeling) 
yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum, yang 
berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu 
bertanggung jawab. 
c) Menurut G.A, van hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh 
moeljatno,”strafbaar feit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, 
yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan 
kesalahan.  
Moeljatno merupakan ahli hukum pidana dan dia memiliki pandangan 
tersendiri tentang tindak pidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan 
pidana. Menurut moeljatno perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, 
sebagaimana dikatakannya bahwa” perbuatan pidana hanya menunjuk kepada 
sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman bila pidana tersebut 
dilanggar”. 
Dengan demikian, ada dua macam konsep dasar tentang struktur tindak 
pidana, yaitu : (1) konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggung jawaban 
pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana, dan (2) konsep pemisahan 
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antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang 
keduanya merupakan syarat-syarat untuk dapat dipidananya pelaku. 
b. Menurut Hukum Pidana Islam  
Jinayah merupakana bentuk verbal noun(masdar) dari kata jana berarti 
berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau 
perbuatan salah. Kata jana juga berarti “memetik”, seperti dalam kalimat jana as-
samarat,artinya memetik buah dari pohonnya. Kata jinayah dalam istilah hukum 
sering disebut dengan delik atau  tindak pidana .
4
 Jadi jinayah merupakan suatu 
tindakan yang dilarang oleh syara’ karena dapat menimbulkan bahaya bagi 
jiwa,harta,keturunan dan akal. 
Sebagian fuqaha menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan 
dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan 
kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fiqh jinayah sama 
dengan hukum pidana. Haliman dalam desertasinya menyebutkan bahwa yang 
dimaksud dengan hukum pidana dalam syari‟at Islam adalah ketentuan-ketentuan 
hukum syara’yang melanggar untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu,dan 
pelanggaran terhadap ketentuan hukum terseebut dikenakan hukuman berupa 
penderitaan badan atau harta.
5
 
 Pengertian jinayah dalam bahasa Indonesia sering disebut peristiwa 
pidana, delik atau tindak pidana. Para fuqaha sering pula menyebut istilah jinayah 
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atau jarimah mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah jinayah, baik 
dari segi bahasa maupun segi istilah.
6
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
a. Menurut Hukum Positif  
Setiap tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya 
dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) 
macam yaitu:
7
 
1) Unsur-Unsur Subjektif 
Unsur-Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri 
sipelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku. Dimana unsur-unsur 
subjektif dari sesuatu Tindak Pidana itu adalah : 
a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (dolus atau culpa) 
   Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti   
yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP. 
b. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya 
di dalam kejahatan pencurian ,penipuan ,pemerasan , pemalsuan dan 
lain-lain. 
c.Merencanakan terlebih dahulu seperti didalam kejahatan pembunuhan   
menurut pasal 340 KUHP 
d. Perasaan takut atau vress seperti antara lain yang terdapat didalam 
rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP. 
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2) Unsur-Unsur Objektif  
Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan 
keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan yang mana tindakan-
tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, dimana unsur-unsur objektif 
dari suatu tindak pidana itu adalah:
8
 
a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid, 
b. Kualitas dari sipelaku, misalanya “keadaan sebagai seorang pegawai 
negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau 
“keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan 
terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP, kausalitas, yakni 
hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu 
kenyataan sebagai akibat
9
 
Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana 
tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku II memuat 
pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap 
rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada 
pengecualian seperti pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan 
melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, seringkali juga tidak 
dicantumkan dan sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur 
kemampuan tidak bertanggungjawab. Disamping itu, banyak 
mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar mengenai objek kejahatan 
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maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-
rumusan tindak pidana dalam KUHP ini, dapat diketahui adanya 11 unsur 
tindak pidana, yaitu:  
1) Unsur tingkah laku; 
2) Unsur melawan hukum; 
3) Unsur kesalahan; 
4) Unsur akibat konstitutif; 
5) Unsur keadaan yang menyertai; 
6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana; 
7) Unsur tambahan untuk memperberat pidana; 
8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
9) Unsur objek hukum tindak pidana; 
10) Unsur kaulitas subjek hukum tindak pidana; 
11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
b. Menurut Hukum Pidana Islam  
Secara singkat dapat dijelaskan,bahwa suatu perbuatan dianggap 
delik(jarimah) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun jarimah dapat 
dikategorikan menjadi 2(dua) : pertama,rukun umum, artinya unsur-unsur yang 
harus terpenuhi pada setiap jarimah. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur 
yang harus terpenuhi pada jenis jarimah tertentu.
10
Adapun unsur-unsur umum  
Jarimah adalah :  
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1. Unsur Formil atau dalam syariat Islam disebut ar-rukn asy-syar’i. Artinya 
kaidah yang mendukung unsur ini adalah tidak ada perbuatan yang dianggap 
melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatukan kecuali adanya 
ketentuan nash. Kaidah lain menyebutkan tiada hukuman bagi perbutan 
mukalaf sebelum adanya ketentuan nas. 
2. Unsur Materiil atau dalam syariat Islam disebut ar-rukn al-madi. Artinya 
adanya tingkah laku seseorang yang membentuk   jarimah, baik dengan sikap 
berbuat maupun sikap tidak berbuat . 
3. Unsur Moril atau dalam syariat Islam disebut ar-rukn al-adabi, Artinya 
pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana 
terhadap jarimah yang dilakukannya.
11
 
  Kedua,unsur  khusus yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur 
yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (jarimah) tertentu dan berbeda antara 
unsur khusus pada jenis jarimah  yang satu dengan jenis jarimah lainnya.Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada 
jarimah macamnya hanya satu  dan  sama pada setiap jarimah, sedangkan unsur 
yang khusus bermacam-macam serta berbeda-beda setiap jarimahnya. 
3. Pembagian Tindak Pidana 
a. Menurut Hukum Positif  
 Ada beberapa pembagian tindak pidana antara lain :  
1)  Kejahatan dan pelanggaran  
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   Pembedaan pertama ini mempunyai konsekuensi- konsekuensi sendiri. 
Ada beberapa prinsip yang hanya berlaku untuk kejahatan, tidak 
berlaku untuk pelanggaran seperti : 
a. percobaan. 
b. Membantu melakukan. 
c. Daluwarsa. 
d. Delik aduan.  
e. Gabungan tindak pidana. 
f. Peraturan Daerah.
12
 
  Percobaan melakukan kejahatan merupakan tindak pidana, untuk 
pelanggaran pada umumnya tidak merupakan tindak pidana. Tenggang 
waktu daluwarsa bagi kejahatan adalah lebih panjang dari pada pelanggaran. 
Pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran ini juga dapat tercermin pada 
istilah malainse (kejahatan) dan mala prohibita (pelanggaran). Yang 
pertama merujuk pada perbuatan-perbuatan yang dipandang jahat, buruk 
dan immoral seperti pembunuhan, pencurian dan sebagainya. 
 Dalam KUHP ada beberapa kejahatan mengenai harta benda yang 
disebut kejahatan ringan seperti : Pecurian ringan, penggelapan ringan, 
penipuan ringan penadahan ringan dan sebagainya.
13
 
2) Tindak Pidana Materiil dan Formil  
   Pada tindak pidana materiil yang dirumuskan adalah adanya akibat 
tertentu, misalnya pembunuhan pada pasal 338 KUHP dirumuskan dengan 
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barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Di sini tidak 
disebut bentuk perbuatannya, seperti mencekik, menggantung, menembak 
dan sebagainya, tetapi disebut akibatnya,yakni hilangnya nyawa. 
  Sebaliknya pada tindak pidana formil dirumuskan wujud 
perbuatanan  tanpa disebut akibat yang timbul , misalnya pencurian pada 
pasal  362 KUHP dirumuskan wujud perbuatannya berupa mengambil 
barang tanpa disebut akibat tertentu. 
3) Tindak Pidana Komisi dan Omisi 
  Jika seseorang melakukan kejahatan dengan perbuatan aktif seperti 
mengambil barang orang atau melukai orang lain dengan pukulan maka itu 
termasuk tindak pidana komisi. Tetapi jika ada orang yang dipanggil 
dipengadilan untuk menjadi saksi, tidak datang tanpa sebab yang sah, maka 
ia telah melakukan tindak pidana omisi, yaitu melanggar ketentuan undang-
undang dengan tidak berbuat.
14
 
4) Tindak Pidana Selesai dan Tindak Pidana Terus-menerus 
 Tindak pidana dengan terpenuhinya semua unsur maka telah terjadi, 
seperti pembunuhan mulai dengan menggerakkan tangan yang memegang 
pistol, menembakkan ke arah korban, termasuk jenis yang pertama yakni 
tindak pidana selesai. 
  Akan Tetapi jika ada peraturan yang mewajibkan memberitahukan 
kelahiran dalam tempo sepuluh hari setelah peristiwa itu setelah lewat 
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sepuluh hari orang itu tidak melapor, maka dia mulai melakukan tindak 
pidana itu secara terus menerus. 
5) Tindak Pidana Sederhana dan Dikualifisir 
  Apabila seseorang melakukan pencurian maka dia diancam dengan 
pasal 362 KUHP, dan ini merupakan tindak pidana sederhana. Tetapi tindak 
pidana itu menjadi dikualifisir bila pencurian itu dilakukan dengan cara 
merusak pintu dan karenanya masuk pasal 363 ayat (1) angka 5 KUHP. 
6) Tindak Pidana Biasa dan Aduan  
 Yang pertama yakni tindak pidana biasa adalah semua tindak pidana 
yang penuntutannya tidak perlu menunggu adanya pengaduan dari korban 
yang dirugikan atau dari keluarganya. 
  Sebaliknya, dalam tindak pidana aduan, si pelaku tidak bisa dituntut 
jika tidak ada pengaduan dari yang berhak mengadukan. Dalam KUHP 
disebut antara lain tindak pidana perzinaan, penghinaan dan sebagainya.
15
 
b. Menurut Hukum Islam 
 Jinayah atau jarimah  dibagi menjadi berbagai macam berdasarkan 
berat dan ringannya hukuman sebagaimana ditegaskan atau tidaknya oleh 
AL-Qur‟an dan hadis. Atas dasar ini ulama membaginya menjadi 3 macam : 
16
 
a. Jarimah Hudud 
 Kata Hudud adalah bentuk jamak dari kata had. Pada dasarnya had 
berarti pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara sesuatu 
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dengan yang lain. Dalam pengertian ini termasuk juga dinding rumah 
atau batas-batas tanah. Menurut bahasa, had berarti cegahan hukuman-
hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku kemaksiatan, disebut 
hudud  karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar 
orang yang dikenakan hukuman tidak mengulangi perbuatan yang 
menyebabkannya dihukum. Had  juga berarti kemaksiatan sebagaimana 
dalam firman Allah :  
اَىُوبَرْق َت َلاَف ِّللّا ُدوُدُح َكِْلت 
 
...Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya...(Q.S. 
Al-Baqarah :187)
17
 
 
Menurut istilah syara‟ had  adalah pemberian hukuman yang merupakan hak 
Allah. Hukuman bersyarat tidak termasuk kedalam pengertian itu karena 
tidak tentu dan penetapannya bergantung pada penguasa.
18
Hudud ditinjau 
dari segi materi terbagi menjadi tujuh macam yaitu :  
1) Zina 
 Adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan 
tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar 
tanpa adanya unsur shubat. Delik perzinaan ditegaskan dalam al-Qur‟an 
dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zian yang belum menikah(ghairu 
muhsan) didasarkan pada ayat al-Qur‟an, yakni didera seratus 
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kali.sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam dari 
segi bahasa berarti melempari batu. Sedangkan menurut istilah, rajam 
adalah melempari pezina muhsan samapi menemui ajalnya.
19
Adapun 
dasar hukum dera atau cambuk seratus kali adalah firman Allah dalam 
surat an-Nur ayat 2: 
 ْنِا ِّهللّا ِنْيِد ْفِ ٌةَْفَأر اَم
ِِبِ ْمُكْذُخَْتَ َلََّوۖ ٍةَدْلَج ََةئاِم اَمُه ْ نِّم ٍدِحاَو َّلُك اْوُدِلْجَاف ْنِاَّزلاَو ُةَِيناَّزَلا
 َ ْ ِنِم ُْمْلا َن ِّم ٌة َ ىِٕ 
اَۤا  اَمُه َباَذ َ ْدَه َْيْلَو  ِرِخهْلَا  ِْو َيْلاَو ِّهللّ ِ َنْو ُنِم ْ ُت ْم ُ ْ نُك 
Artinya : 
 “Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan 
janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu 
dalam menjlakankan hukum Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam 
menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh  sekumpulan orang-
orang yang beriman.”.20 
 
2) Qadzaf  
   Tindak pidana ini terjadi manakala seseorang dengan berbohong 
menuduh seorang muslim berzina. Ia merupakan kejahatan yang besar 
dalam Islam. Didalam Al-Qur‟an menegaskan tentang larangan melakukan 
tindak pidana ini :  
  اًَدَبا ًةَداَهَش ُْمَلَ اْوُل َبْق َت َلََّو ًةَدْلَج َ ِْنهَثَ ْمُىْوُدِلْجَاف َء
اۤاَدَهُش ِةَع َبَْر ِ اْو ُْتَيَ َْلَ َُّثُ ِتهنَصْحُمْلا َنْوُمْر َي َنْيِذَّلاَو
ۙ َنْوُقِس ه ْلا ُمُى َك ىِٕى
اۤ
هلُواَو 
Artinya : 
“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik(berbuat zina) 
dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka(yang 
menuduh itu) delapan puluh kali deraan, dan janganlah kamu terima kesaksian 
mereka selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.”(Q.S. an-
Nur : 4).
21
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  Setelah melihat kejahatan itu tiap muslim diharapkan agar dapat menjaga 
kehormatannya dan keluhuran saudaranya sesama muslim, dan tidak menelanjangi 
ataupun membuka rahasia yang mencemarkan muslim lain. Maka kalau ada 
seseorang yang menuduh seorang muslim berzina,namun tidak dapat 
mendatangkan saksi sebanyak empat orang yang telah melihat kejahatan itu 
tengah dilakukan pada saat dan tempat yang sama, maka si penuduh dihukum 
cambuk sebanyak delapan puluh kali, dianggap sebagai orang fasik, dan 
kesaksiannya tidak akan diterima lagi kapanpun mengajukan persaksian.
22
 
3) Minum-Minuman Keras 
 Islam melarang khamr(minuman keras), karena khamr dianggap sebagai 
induk keburukan, disamping merusak akal, jiwa, kesehatan , dan harta. Dari 
sejak semula, Islam telah berusaha menjelaskan kepada umat manusia, 
bahwa manfaatnya tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkannya. 
Dalam surah Al-Baqarah ayat 219 Allah berfirman :  
 ۗ اَمِهِع َّْ ن نِم ُر َبْكَأ ٓاَمُُهْثَِإَو ِساَّنِلل ُع ِ َهنَمَو ٌيرِبَك ٌْثُِإ ٓاَمِهيِف ْلُق ۖ ِرِسْيَمْلٱَو ِرَْمْلْٱ ِن َ َكَنوَُل  ْسَي 
 َنوُرَّ  َ َ  َت ْم َُّلَعَل ِتَهياَءْٱٱ ُم َُل ُ َّللّٱ ُ ِّ  َب ُي َكِل َهذَك ۗ َو َْعْلٱ ِلُق َنوُق ُِني اَااَم َكَنوَُل  ْسَيَو 
 
Artinya : 
“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. 
Katakanlah,”pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat 
bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya”. Dan 
mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka 
infakkan. Katakanlah, “kelebihan (dari apa yang diperlukan)”. 
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Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu 
memikirkan.
23
 
 Islam memandang khamar sebagai salah satu faktor utama timbulnya 
kejahatan seperti menimbulkan permusuhan dan kebencian antara sesama 
manusia, menghalangi orang berzikir, menghalangi orang melakukan shalat, 
menghalangi hati dari sinar hikmah, dan merupakan perbuatan setan. Hal ini 
sesuai dengan firman Allah Swt. Dalam surah Al Maidah ayat 90 dan 
Diharamkan dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah Nabi Saw. Tetapi bagian 
hidup masyarakat Arab, maka pelanggarannya dilakukan secara bertahap. 
Pertama-tamanya dalam surah Al-Baqarah :219, Kemudian dalam surah an-
Nisa :43, dan ketiga dalam surah Al-Maidah : 90 yang berbunyi :
24
 
 
 ُهوُبِن َْجَٱف ِنَهطْيَّ لٱ ِلَم َ ْن ِّم ٌسِْجر ُ َهلَْزَْلْٱَو ُباَصَنْلْٱَو ُرِسْيَمْلٱَو ُرَْمْلْٱ َا َّنَِّإ ۟آو ُنَماَء َنيِذَّلٱ اَهُّ َي َٓهيَ
 َنوُحِل ْ ُت ْم َُّلَعَل 
Artinya : 
“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, 
berjudi,(berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak 
panah, adalah prbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah 
(perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”25 
 
 Ayat inilah secara tegas mengaharamkan meminum khamar, karena kalimat 
“ijtanibu” dalam ayat tersebut merupakan perintah (al-amr) untuk menjauhi 
khamar.  
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4) Pencurian  
 Islam melarang umatnya mengambil harta orang lain dengan jalan batil. 
Sariqah atau pencurian termasuk cara yang tidak sah dalam mengambil harta 
orang lain. Pencurian termasuk salah satu tindak pidana hudud .
26
Untuk dapat 
disebut pencurian menurut para fukaha, pengambilan harta itu haruslah:  
a. Harta diambil secara sembunyi/diam-diam( tanpa sepengetahun pemilik dan 
pemilik barang tidak rela barangnya diambil) 
b. Ia mengambil dengan maksud jahat  
c. Barang yang dicuri benar-benar milik sah dari orang yang hartanya dicuri 
Barang yang dicuri telah diambil kepemilikannya dari siempunya yang 
sebenarnya. 
d. Barang yang dicuri telah berada dalam penguasaan di pencuri. 
e. Barang tersebut harus mencapai nilai nisab pencurian.  
 Pencurian dalam Islam merupakan tindak pidana berat dan dikenakan 
hukum potong tangan apabila unsur-unsurnya  terpenuhi. Landasan Hukumnya 
adalah firman Allah surah Al-Maidah : 38,yang berbunyi :  
 ٌمي َِح ٌزِيز َ ُ َّللّٱَو ۗ َِّللّٱ َن ِّم ًلا َه َن اَبَسَك َا ِ  ًٓءَازَج اَمُه َيِدَْيأ ۟آوَُعطْقَٱف ُةَِقراَّسلٱَو  ُِراَّسلٱَو 
Artinya: 
“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan 
keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai 
siksaan dari Allah. Dan Allah mahaperkasa, Mahabijaksana.”27 
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 Dari uraian singkat diatas dapat kita lihat bahwa Islam tidak sembarangan 
menghukum pencuri dengan hukuman yang keras, tetapi seorang pencuri baru 
dihukum jika syarat-syaratnya semuanya telah terpenuhi.  
5) Hirabah  
  Hirabah adalah keluarnya gerombolan bersenjata di daerah Islam 
untuk mengadakan kekacauan, penumpahan darah,perampasan harta, 
mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama , akhlak, 
ketertiban dan undang-undang. Baik gerombolan tersebut dari orang Islam 
maupun kafir dzimmi dan kafir harbi.  
  Kata hirabah diambil dari kata harb artinya perang. Bagi sindikat 
yang keluar dari peraturan disebut orang yang menyerang masyarakat pada 
satu sisi menyerang Islam yang datang untuk memberi keamanan dan 
keselamatan masyarakat pada sisi lain.
28
 
  Hirabah termasuk dosa besar. Karena itu,Al-Qur‟an memutlakan 
orang yang melakukan hirabah sebagai orang yang menyerang Allah, 
Rasulnya, dan orang yang berusaha membuat kerusakan diatas bumi,Allah 
telah memberi hukuman berat kepada pelakunya.  
 Syarat-syarat Hirabah yang dapat dijatuhi hukuman adalah Mukalaf, Pelaku  
bersenjata, Lokasi jauh dari keramaian , Tindakan dilakukan terang-terangan.
29
 
6) Pemberontakan  
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 Pemberontakan atau Al-Baghyu menurut arti bahasa adalah mencari 
atau menuntut sesuatu. Pengertian tersebut kemudian menjadi populer untuk 
mencari dan menuntut sesuatu yang tidak halal, baik karena dosa maupun 
kezaliman.
30
Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Surah 
Al-A‟raaf ayat 33: 
 َْلَ اَم َِّللِّٱب ۟اوُِكر ُْت َنأَو ِّقَْلْٱ ِْيرَِغب َىْغ َبْلٱَو َْثُ ِْلْٱَو َنَطَب اَمَو اَه ْ نِم َرَهَظ اَم َشِحَهو َْلٱ َ ِّبَّر  ََّرَح َا َّنَِّإ ْلُق
 َنوُمَلْع َت َلَ اَم َِّللّٱ ىَل َ ۟اوُلوُق َت َنأَو اًنَهطْل ُ  ِِوب ِْٱّز َن ُي 
Katakanlah:”Tuhan hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang 
tampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak 
manusia tanpa alasan yang benar.....”(QS. Al-A‟raaf:33)31 
 
 Hukum bunuh bagi pemberontak dipahami oleh sebagian ulama 
sebagai serangan balik dan hanya ditujukan untuk mematahkan pemberontak 
guna mengembalikan ketaatannya kepada penguasa sah. Memerangi 
pemberontak hukumnya adalah wajib, karena menegakkan hukum Allah.
32
 
7)     Riddah  
 Riddah dari segi bahasa berari ruju’(kembali). Menurut istilah 
riddah adalah orang yang kembali dari agama islam, pelakunya disebut 
murtad. Yakni ia secara berani menyatakan kafir setelah beriman.
33
 
 Nash yang berkaitan dengan murtad dijelskan dalam al-Qur‟an surat 
al-Baqarah ayat 217 : 
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 ِدِجْسَمْلٱَو  ِِوب  ٌر َُْكو َِّللّٱ ِليِب َ ن َ ٌّدَصَو ۖ ٌيرِبَك ِويِف ٌٱا َِق ْلُق ۖ ِويِف ٍٱا َِق  َِاَرْلْٱ ِرْهَّ لٱ ِن َ َكَنوَُل  ْسَي
 هَّتََّح ْم َُنوُل ِ َهق ُي َنوُلَاز َي َلََو ۗ ِل َْقْلٱ َنِم ُر َبْكَأ ُةَن ْ  ِْلٱَو  َِّللّٱ َدن ِ ُر َبْكَأ ُوْنِم  ِوِلَْىأ ُجَارْخِإَو  َِاَرْلْٱ
 ْتَطِبَح َكِٓئَهل۟وَُأف ٌرِفاَك َوُىَو ْتُمَي َف  ِوِنيِد ن َ ْم ُنِم ْدِدَتْر َي نَمَو  ۟اوُعَهط َ ْٱ ِنِإ ْم ُِنيِد ن َ ْمُكوُّدُر َي
 َنوُدِل َهخ اَهيِف ْمُى ۖ ِراَّنلٱ  ُ َهحْصَأ َكِٓئَهلُ۟وأَو ۖ َِةرِخاَءْٱٱَو اَي ْن ُّدلٱ  ِ ْمُهُل َهم َْأ 
Artinya : 
“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan 
haram. Katakanlah, “Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. 
Tetapi menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-
Nya,(menghalangi orang masuk) Masjidilharam, dan mengusir penduduk 
dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Sedangkan 
fitnah lebih kejam dari pada pembunuhan.Mereka tidak akan berhenti 
memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka 
sanggup,. Barang siapa murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia 
mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya didunia dan di 
akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka,mereka kekal didalamnya”34 
 Para ulama beragam dalam membuat batasan tentang perbuatan 
riddah, Riddah dapat dilakukan dengan perbuatan(atau meninggalkan 
perbuatan),dengan ucapan,dengan i‟tikad. Yang dimaksud murtad dengan 
melakukan perbuatan adalah perbuatan yang haram dengan menganggapnya 
tidak haram atau meninggalkan perbuatan wajib dengan menganggapnya 
perbuatan tidak wajib, misalnya sujud kepada matahari atau bulan. Murtad 
dengan ucapan adalah ucapan yang menunjukkan kekafiran seperti 
menyatakan bahwa Allah punya anak dengan anggapan bahwa ucapan 
tersebut tidak dilarang . 
b. Jarimah Qiṣhāṣ  
 Menurut Al-jurjani yaitu menggunakan sebuah tindakan (sanksi 
hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh 
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pelaku tersebut (terhadap korban)
35
. Termasuk dalam kategori jarimah 
qiṣhāṣ yaitu: 
(1) Pembunuhan sengaja  
(2) Pembunuhan semi sengaja  
(3) Pembunuhan keliru  
(4) Penganiayaan sengaja  
(5) Penganiayaan salah  
c. Jarimah Ta’zir  
 Yaitu memberi pelajaran, artinya suatu jarimah yang diancam 
dengan hukum ta’zir yaitu hukuman selain had dan qiṣāṣ. Hukuman 
dalam jarimah ta’zir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, 
artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan 
sepenuhnya kepada hakim (penguasa)
36
 
B. Macam-Macam  Pembunuhan  
1. Menurut Hukum Positif  
 Tentang kejahatan terhadap jiwa manusia terdapat dalam KUHP Pasal 
338-350 tentang kejahatan terhadap nyawa, pembunuhan dilihat dari kesalahan 
dan sasaran si pelaku diperinci atas dua golongan yang pokok
37
 : 
a. Kejahatan yang ditunjukan terhadap jiwa manusia yang dilakukan dengan   
sengaja, terdapat dalam Bab XIX Pasal 338 -350 KUHP 
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b.  Kejahatan yang ditunjukan terhadap jiwa manusia yang terjadi karena 
kealpaan, terdapat dalam Pasal 359 KUHP. 
 Secara umum bentuk kejahatan terhadap nyawa dapat dikelompokkan 
menjadi tiga jenis dalam KUHP sebagai berikut : 
1) Tindak pidana pembunuhan dengan sengaja. 
a) Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP) 
b) Pembunuhan disertai perbuatan lain (Pasal 339 KUHP) 
c) Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP) 
d) Pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP) 
e) Pembunuhan anak yang direncanakan (Pasal 342 KUHP) 
f) Pembunuhan atas permintaan sikorban (Pasal 344 KUHP) 
g) Percobaan bunuh diri (Pasal 345 KUHP) 
h) Pembunuhan menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP) 
i) Tindak pidana terhadap gugurnya kandungan tanpa izin (Pasal 347KUHP) 
j) Tindak pidana gugurnya kandungan atas izin perempuan (Pasal 348 KUHP) 
 k) Tindak pidana yang dilakukan oleh tabib (Pasal 349 KUHP) 
2) Tindak pidana pembunuhan tidak sengaja  
a) Kelalain membuat mati orang lain (Pasal 359 KUHP) 
b) Kelalaian membuat orang luka berat (Pasal 360 KUHP 
c) Kelalaian dalam jabatan membuat orang mati (Pasal 361 KUHP) 
3) Tindak Pidana terhadap tubuh  
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2.Menurut Hukum Pidana Islam  
 Pembunuhan merupakan perbuatan keji dan biadab, serta melanggar nilai-
nilai kemanusian yang paling mendasar. Pengertian pembunuhan adalah suatu 
aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengkibatkan 
seseorang atau beberapa orang meninggal dunia. Apabila diperhatikan dari sifat 
perbuatan seseorang dan beberapa orang dalam melakukan pembunuhan , maka 
dapat diklasifikasi atau dikelompokkan menjadi tiga macam :
38
 
a. Pembunuhan Sengaja(qathlul andi) 
 Perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja bertujuan 
untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak 
untuk membunuh. Hukuman yang diterapkan untuk pelaku pembunuhan 
dengan sengaja adalah qisas atau sebaliknya dimaafkan oleh wali keluarga si 
terbunuh. 
 Berdasarkan definisi diatas, untuk dapat dikatakan suatu kejahatan 
terhadap nyawa sebagai pembunuhan disengaja
39
, paling tidak harus ada tiga 
unsur pokok yang harus terpenuhi : 
a) Korban yang dibunuh adalah manusia hidup  
b) Kematian adalah hasil dari pebuatan sipelaku  
c) Pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian (bermaksud melakukan 
pembunuhan) 
d) Alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja dapat mematikan korban  
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Dan jika semua unsur terpenuhi maka untuk pembunuhan sengaja wajib 
dikenakan hukuman qisas. 
b. Pembunuhan Semi sengaja  
 Hukuman asli bagi pembunuhan semi sengaja ada dua, yaitu : diyat dan 
kafarat. Diyat untuk pembunuhan semi sengaja sama dengan diyat sebagai 
Hukuman pengganti dalam pembunuhan sengaja. Hukuman kedua, adalah 
kafarat, yaitu memerdekakan seorang hamba sahaya wanita yang mukmin, jika 
tidak ada wajib berpuasa dua bulan berturut-turut. Sedangkan menurut mazhab 
Maliki jenis hukuman ini tidak ada, pembunuhan semi sengaja dalam Mazhab 
ini dimasukkan dalam pembunuhan sengaja.
40
 
 Sayid Sabiq mendifinisikan bahwa perbuatan semi sengaja yakni seorang 
mukallaf bermaksud memukul orang tersebut yang dilindungi darahnya dengan 
suatu alat yang galibnya tidak mematikan seperti memukul dengan tongkat atau 
batu kecil atau menampar dengan tangan dan semestinya.
41
Dalam pembunuhan 
semi sengaja ada tiga unsur yaitu: 
a. Adanya pebuatan pelaku yang menyebabkan kematian 
b. Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan  
c. Kematian adalah akibat perbuatan pelaku42 
c. Pembunuhan Karena kesalahan  
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 Yaitu apabila seorang mukalaf melakukan perbuatan yang dibolehkan 
untuk dikerjakan seperti menembak binatang buruan atau membidik suatu 
sasaran, tetapi kemudian mengenai orang yang dijamin keselamatannya dan 
membunuhnya. 
 Dari definisi singkat diatas dapat diambil intisari bahwa dalam 
pembunuhan karena kesalahan, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk 
melakukan perbuatan yang dilarang, dan tindak pidana pembunuhan terjadi 
karena kurang hati-hati karena kelalaian pada pelaku. Unsur –unsur 
pembunuhan karena kesalahan yaitu :
43
 
a) Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban 
b) Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan(kelalaian)pelaku 
c) Antara perbuatan kekeliruan dan kematian korban terdapat hubungan 
sebab akibat. 
 Sanksi Pokok pembunuhan karena kesalahan adalah diyat dan kaffarat. 
Hukuman penggantinya adalah puasa dan ta‟zir, dan hukuman tambahnnya 
adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat. 
C. Pengertian Pembunuhan Mutilasi 
1. Menurut Hukum Positif  
 Kejahatan mutilasi kerap disamakan dengan criminal mutilation atau 
dismemberment. Istilah dismemberment merupakan istilah yang sering kali 
digunakan dalam dunia forensik dan medis. Dismemberment merupakan 
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kategori criminal mutilation of the human body untuk menjelaskan sebuah 
kasus pembunuhan dengan kondisi mayat yang terpotong-potong.
44
 
 Istilah mutilasi tampaknya bukan merupakan terminologi ilmiah. 
Dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) istilah “kejahatan 
mutilasi” tidak ditemukan. Namun demikian, mutilasi telah dikenal luas dalam 
perspektif budaya umat manusia. Di dalamnya terdapat nilai-nilai estetika dan 
nilai-nilai filosofi. 
 Dalam membahas mengenai terminologi kata atau istilah mutilasi hal 
ini memiliki pengertian atau penafsiran makna dengan kata amputasi 
sebagaimana yang sering dipergunakan dalam istilah medis kedokteran. 
Menurut beberapa sarjana peristilahan kata mutilasi dapat diartikan dalam 
terminologi sebagai berikut : 
1. Zax specter  
Mutilasi adalah aksi yang menyebabkan satu atau beberapa bagian tubuh 
manusia tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
45
 
2. Ruth Winfred  
Mutilasi atau amputasi atau disebut juga flagelasi adalah pembedahan 
dengan pembuangan tubuh.
46
 
 Begitupun yang pernah dikemukakan kriminolog Universitas 
Indonesia (UI), Andrianus Melaila dan Erlangga Masdiana. Adrianus 
                                                          
         
44
Mohammad Fadli Imran ,Mutilasi dalam perspektif Kriminologi: Tinjauan Teoretis Lima 
Kasus mutilasi di Jakarta,(Jakarta :Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2015),hlm,20 
       
45
Gilin Grosth,pengantar Ilmu Bedah Anestesi,(Yogyakarta : Prima Aksara,2004),hlm,73. 
       
46
Supardi Ramlan,patofisiologi Umum,(Bandung : Rineka Cipta,1998),hlm,35. 
46 
 
  
menyebut mutilasi sebagai kejahatan dengan memotong-motong tubuh 
korban. Itu dilakukan untuk menghilangkan jejak dari tindak kejahatan 
tesebut.  
 Tindak pidana Mutilasi (human cutting body) merupakan tindak 
pidana yang tergolong kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk 
pemotongan bagian-bagian tubuh tertentu dari korban. Apabila ditinjau 
dari segi gramatikal, kata mutilasi itu sendiri berarti pemisahan, 
penghilangan, pemutusan, pemotongan bagian tubuh tertentu. Dalam hal 
lain mutilasi itu sendiri diperkenankan dalam etika dunia kedokteran yang 
dinamakan dengan istilah amputasi yaitu, pemotongan bagian tubuh 
tertentu dalam hal kepentingan medis.  
 Kata “mutilasi” belakangan memang sering dipakai, terutama oleh 
media massa untuk menggambarkan tindak pembunuhan yang disertai 
kekerasan berupa pemotongan bagian-bagian tubuh korban. Kamus besar 
Bahasa Indonesia terbitan balai pustaka juga mengatakan “Mutilasi” 
sebagai proses atau tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia 
atau hewan. 
a. Jenis jenis Mutilasi 
Mutilasi memiliki beberapa dimensi, seperti dimensi perencanaan 
(direncanakan-tidak direncanakan), dimensi pelaku dan dimensi ritual atau 
inistasi, serta dimensi kesehatan atau medis. Dengan demikian, perbuatan 
mutilasi tidak dapat dipukul rata sebagai tindakan kriminal yang dapat 
47 
 
  
disanksi pidan. Dari berbagai jenis mutilasi, secara umum pidana mutilasi 
dibagi menjadi dua bagian :  
1. Mutilasi difensif (defensive mutilation) atau disebut juga sebagai 
pemotong atau pemisahan anggota badan dengan tujuan untuk 
menghilangkan jejak setelah pembunuhan terjadi. Motif rasional dari 
sipelaku adalah untuk menghilangkan tubuh korban sebagai barang bukti 
atau untuk menghalangi diidntifikasinya potongan tubuh korban.  
2. Mutilasi ofensif (offensive mutilasi) adalah suatu tindakan irasional yang 
dilakukan dalam keadaan mengamuk. Mutilasi kadang dilakukan 
sebelum membunuh korban. 
 Untuk dapat mengkategorikan mutilasi sebagai tindak pidana 
dipergunakan kategori bahwa sebuah tindakan haruslah memenuhi beberapa 
persyaratan, yaitu tindakan tersebut telah ada ketentuan hukum sebagai 
tindakan yang dilarang baik secara formil atau materiil, pembagian tindakan 
yang terlarang secara formil atau materiil ini sebenarnya mengikuti KUHP 
sebagai buku induk dari semua ketentuan hukum pidana nasional yang 
berlaku. KUHP membedakan tindak pidana dalam dua bentuk,kejahatan dan 
pelanggaran. Sebuah tindakan dapat disebut sebagai kejahatan jika memang 
didapati unsur jahat dan tercela seperti yang didapati dalam Undang-
Undang.  
b. Menurut Hukum Islam  
 Pembunuhan mutilasi adalah kejahatan yang dilakukan dengan 
tujuan menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan alat, 
48 
 
  
dimana alat yang digunakan dapat menyebabkan kematian dan diikuti 
mutilasi, yaitu aksi tang menyebabkan terpisahnya satau atau beberapa 
bagian tubuh. 
Didalam Islam hal ini termasuk hal yang dilarang, sebagaimana firman 
Allah : 
 َلاَف اًنَهطْل ُ  ِوِِّيلَوِل اَنْلَعَج ْدَق َف اًموُلْظَم َل ُِق نَمَو ۗ ِّقَْلِْٱب َّلَِإ ُ َّللّٱ  ََّرَح ِتََّّلٱ َس َّْ نلٱ ۟اوُل ُ ْق َت َلََو
ًاروُصنَم َناَك ۥُوَّنِإ ۖ ِل َْقْلٱ ِّ  فِرْسُي 
Artinya : 
“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya)melainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan 
barang siapa yang dibunuh secara zlim, maka sesungguhnya kami 
telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya , tetapi janganlah ahli 
waris itu melampaui batas dalam membunuh, sesungguhnya ia adalah 
orang yang mendapatkan pertolongan.(Q.S Al-Isra‟:33)”47 
 
 Kematian seorang manusia adalah berpisahnya ruh dari jasadnya, 
saat seseorang yang sudah ditinggalkan oleh ruhnya, maka habis 
sudah hidupnya didunia ini.
48
Manusia selain sempurna fisik, manusia 
juga merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah Swt, melebihi 
makhluk Allah yang lainnya, sejalan dengan firman Allah swt, dalam 
surah Al-Isra‟ ayat 70 : 
 ٍيرِثَك هىَل َ ْمُه َهنْلَّضَفَو ِتَهبِّيَّطلٱ َن ِّم مُه َهن ْقَزَرَو ِرْحَبْلٱَو ِّر َبْلٱ  ِ ْمُه َهنَْلَحََو  ََداَء ِٓنَِب اَنْمَّرَك ْدَقَلَو
 ًلايِض ْ َت اَنْقَلَخ ْنَّ ِّ  
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Artinya : 
“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami 
angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari 
yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang 
sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.49 
 
Jadi ayat diatas menjelaskan bentuk kehormatan, kemuliaan dan 
keistimewaan yang dianugerahkan Allah bukan dikhususkan untuk anak 
cucu adam as. Akan tetapi dianugerahkan untuk seluruh anak cucu adam 
as. Sehingga dimiliki oleh setiap orang atau pribadi, yang tidak terkhusus 
kepada satu suku/ras serta satu agama, tetapi untuk seluruh umat 
manusia. 
Selain itu, berdasarkan keterangan sebuah hadist bahwa seseorang 
mayat dapat merasakan sesuatu sepertri halnya orang-orang yang masih 
hidup. Diriwayatkan ketika seseorang sahabat menemukan tulang-tulang 
manusia kemudian mematahkan, maka nabi melarangnya. Lalu 
Rasulullah saw bersabda :  
 ُنْب َةَدْي َب ُ ُوَبأ نَِر َبْخَأ ٍدَيَز ُنْب َِّللّا ُدْب َ اَن َث َّدَح ٍر َْب ُنْب ُدَّمَُمُ اَن َث َّدَح ٍرَمْعَم ُنْب ُدَّمَُمُ اَن َث َّدَح
 ِمْظ َ ُرْسَك َٱَاق َمَّل ََو ِوْيَل َ ُ َّللّا ىَّلَص ِِّبَّنلا ْن َ َةَمَل َ ِّ َأ ْن َ ِو ُِّمأ ْن َ َةَعْمَز ِنْب َِّللّا ِدْب َ
 ِْثُ ِْلْا فِ ِّ َْلْا ِمْظ َ ِرْس ََك ِتِّيَمْلا 
Artinya : 
“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ma'mar berkata, 
telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bakr berkata, telah 
menceritakan kepada kami Abdullah bin Ziyad berkata, telah 
mengabarkan kepadaku Abu Ubaidah bin Abdullah bin Zam'ah dari 
Ibunya dari Ummu Salamah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
beliau bersabda: "Dosa memecahkan tulang mayit sama dengan 
dosa memecahkan tulang orang hidup”(H.R Ibnu Majah) 
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Hadist diatas sering dijadikan dasar penolakan keagamaan terhadap 
pemotongan atau pembedahan organ tubuh manusia yang telah mati. 
Disisi lain terdapat hak-hak orang yang masih hidup yang perlu 
dihormati. Tanpa dilakukan bedah mayat maka hak-hak orang yang 
masih hidup itu susah didapati, seperti untuk keperluan penelitian 
kedokteran, mengambil barang yang berharga milik orang lain yang 
terdapat dalam perut si mayat, atau untuk mengambil barang bukti yang 
ada dalam perut si mayat untuk kepentingan penegakan hukum.  
Prinsip penghormatan terhadap seseorang yang sudah mati 
sebagaimana dapat dipahami dari hadis yang tersebut diatas membawa 
konsekuensi untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat menyakiti si 
mayat, termasuk membedahnya untuk kepentingan manusia yang masih 
hidup. Hal ini menimbulkan kontravesi tentang hukum boleh tidaknya 
bedah mayat. Namun yang perlu dicermati itu ada tambahan penting oleh 
Ibnu Majah dari Hadis Ummu salamah kata-kata (dalam dosanya). 
Dengan demikian hadis tadi berarti,”Mematahkan tulang orang yang 
telah mati sama dosanya dengan mematahkan tulangnya hidup-hidup”.50 
Namun,dalam beberapa ayat Al-Qur‟an yang lain dijelaskan bahwa 
orang yang telah mati atau berada dalam kubur itu tidak dapat 
mendengar. Keterangan ini dapat dilihat dalam surah Al-Naml ayat :80: 
 َنِيرِبْدُم ۟اْوَّلَو اَاِإ َٓءا َ ُّدلٱ َّمُّصلٱ ُعِمْسُت َلََو هىَتْوَمْلٱ ُعِمْسُت َلَ َكَّنِإ 
Artinya : 
“Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang 
mati mendengar dan (tidak pula) menjadikan orang-orang tuli 
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mendengar panggilan, apabila mereka telah berpaling 
membelakang.”51 
 
Ayat diatas sudah menjadi alasan bagi mereka yang berpendapat 
bahwa orang yang sudah meninggal tidak dapat lagi merasakan apa yang 
terjadi pada tubuhnya termasuk jika dipotong organ tubuhnya atau 
dibedah. Dengan demikian, kewajiban menghormati orang mati 
seharusnya tidak membawa akibat dilarangnya melakukan sesuatu yang 
perlu terhadap tubuhnya seperti bedah mayat dan pengambilan sebagaian 
organ tubuhnya untuk dimanfaatkan. 
Adapun landasan hukum dibolehkannya bedah mayat berdasarkan 
faktor-faktor yang menjadi alasan seperti yang dijelaskan diatas, antara 
lain : 
a) Ketentuan hukum tentang pembedahan mayat untuk menyelamatkan 
janin 
b) Ketentuan hukum pembedahan mayat untuk mengeluarkan benda-
benda berharga dari dalam perut  
c) Ketentuan hukum pembedahan mayat untuk kepentingan penegak 
hukum  
d) Ketentuan hukum pembedahan Mayat untuk kepentingan penelitian 
Ilmu Kedokteran.
52
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 Pembunuhan Mutilasi merupakan perbuatan jarimah yang tidak 
murni satu jenis, karena ada niat untuk melakukan satu macam jarimah, 
namun yang terjadi justru beberapa jarimah dilakukannya, sehingga dari 
perbuatan yang dilakukan tersebut menimbulkan gabungan pemidanaan.  
Mutilasi memiliki beberapa kriteria menurut Fiqh Jinayah antara lain 
sebagai berikut : 
1) Adanya niat dari sipelaku untuk menghilangkan nyawa korban, niat 
adalah unsur yang fundamental dalam kasus pembunuhan. 
2) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan 
kematian korban  
3) Adanya unsur menganiaya mayat  
4) Perbuatan si pelaku mengakibatkan matinya korban  
5) Terjaga darahnya. Hal ini mencakup semua jiwa yang mendapatkan 
perlindungan negara seperti kaum muslimin,dzimi,orang kafir yang 
dibawah perjanjian. 
6) Alat yang digunakan adalah alat yang bisa membunuh baik senjata 
tajam atau lainnya  
7) Terpisahnya bagian anggota tubuh korban menjadi beberapa 
bagian,dengan cara memotong-motong tubuh korban.
53
 
 Pembunuhan secara mutilasi merupakan perbuatan jarimah yang 
tidak hanya murni satu jenis, karena ada niat untuk melakukan satu 
macam jarimah, namun yang terjadi justru beberapa jarimah 
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dilakukannya, sehingga dari perbuatan yang dilakukan tersebut 
menimbulkan penggabungan pemidanaan. Namun disini timbul 
permasalahan, apakah pelaku mutilasi hukumnya juga harus dimutilasi, 
karena perbuatan pemidanaan pembunuhan yang diancam hukuman 
qishash adalah pembunuhan sengaja, dimana pelaku pembunuhan berniat 
menghilangkan nyawa korban. Jika dilihat cara melakukannya 
pembunuhan mutilasi dilakukan dengan sengaja, semua ditunjukan 
dengan adanya bukti yaitu pelaku dengan sengaja memotong-motong 
mayat tubuh sikorban yang dibunuhnya menjadi beberapa bagian 
kemudian potongan mayat tersebut dibuang secara terpisah di tempat 
yang berbeda. 
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BAB III 
SANKSI TINDAK PIDANA  PEMBUNUHAN MUTILASI MENURUT 
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM 
A. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Secara Mutilasi Menurut Hukum 
Positif  
Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat, dan konsekuensi 
pelanggaran kaidah sosial . Sanksi pada umunya adalah alat pemaksa agar 
seseorang menaati norma-norma yang berlaku. Pada hakikatnya sanksi 
bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah 
terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaidah dalam keadaan semula. 
Tugas sanksi adalah sebagai berikut: 
1. Merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma 
hukum ditaati oleh setiap orang. 
2. Merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma 
hukum.
1
 
Sanksi pidana dapat merampas nyawa manusia, kebebasan maupun 
harta benda yang dimiliki oleh subjek hukum.
2
Penetapan sanksi pidana 
secara teoritis dimulai dengan penetapan perbuatan yang dilarang karena 
dianggap merugikan kepentingan hukum atau kriminalisasi. Jika proses 
kriminalisasi atas perbuatan tersebut telah selesai, pembentukan undang-
undang kemudian dihadapkan kepada sekian banyak alternatif untuk 
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melindungi kepentingan hukum yang diatur tersebut melalu sanksi hukum 
yang diancam kepada pelanggar. 
 Dalam The Penguin Concise Columbia Encyclopedia disebutkan 
bahwa hukum adalah aturan-aturan dari tingkah laku masyarakat yang 
terorganisir, ditegakkan dengan ancaman hukuman. Hukum pidana 
memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan 
yang memenuhi syarat tertentu, suatu akibat yang mengikat kepada 
perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu, suatu akibat yang 
berupa pidana.
3
 
Mengenai Tujuan dari hukum pidana, menurut pendapat Wirjono 
Prodjodikoro ialah memenuhi rasa keadilan. Adapula yang menyebut 
tujuan lain yaitu untuk prevensi umum dan prevensi khusus, di samping 
untuk mendidik atau memperbaiki orang yang melakukan kejahatan. 
4
 
Fungsi hukum pidana yang demikian dalam teori sering kali pula 
disebut sebagai fungsi subsidiaritas. Artinya, penggunaan hukum pidana 
itu haruslah dilakukan secara hati-hati dan penuh  dengan berbagai 
pertimbangan secara komprehensif. Sebab selain sanksi hukum pidana 
yang bersifat keras,juga karena dampak penggunaan hukum pidana yang 
dapat melahirkan penalisasi maupun stigmatisasi yang cenderung negatif 
dan berkepanjangan.
5
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Perkembangan di zaman sekarang yang dibarengi aspek negatif 
banyak menimbulkan munculnya kejahatan-kejahatan yang sangat banyak 
dan bisa mempengaruhi banyak masyarakat. Terutama kejahatan dalam 
bentuk pembunuhan secara mutilasi yang sekarang sudah banyak terjadi. 
Di Indonesia praktis mutilasi juga ditemukan. Suku Dayak di Pulau 
Kalimantan, pada masa lalu mengenal tradisi mengayau-mengayau adalah 
tindakan memenggal kepala orang yang menjadi musuh dalam peperangan 
dengan tujuan mengambil kekuatannya. Tradisi mengayau ini sangat 
mungkin memiliki kesamaan dengan praktik mutilasi pada suku Indian di 
Amerika. Mereka menguliti kepala musuh yang dikalahkan dalam 
peperangan. Kini tradisi mengayau tidak lagi dilakukan karena tidak 
dibenarkan oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia.
6
 
Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari 
tinda pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat 
unsur-unsur tindak pidana, yaitu:
7
 
a. Unsur objektif  
Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-Unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan si 
pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari : 
1) Sifat melanggar hukum 
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2) Kualitas dari sipelaku 
3) Kausalitas  
Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan 
suatu kenyataan sebagai akibat. 
b. Unsur Subjektif  
Unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang 
dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk di dalamnya segala 
sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur ini terdiri dari: 
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan  
2) Maksud pada suatu percobaan  
3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan 
pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya 
4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti perencanaan pembunuhan  
5) Perasaan takut  
Menurut Hukum di Indonesia, pembunuhan secara mutilasi masuk 
dalam kategori pembunuhan berencana. Sebenarnya dalam hukum 
pidana belum ada yang mengatur secara khusus tentang pembunuhan 
secara mutilasi. Tapi bukan berarti pelaku tidak diberi hukuman. 
Bahkan para pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan 
mutilasi mendapatkan penggabungan pidana karena pembunuhan 
tersebut tidak hanya membunuh. Tapi juga menghilangkan jejak atau 
memotong-motong tubuh korban. Kejahatan terhadap nyawa orang 
pada umumnya dimuat dalam pasal:338, 339, 340, 344, 345. Dalam 
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KUHP pasal yang mengatur tentang pembunuhan secara mutilasi 
sebenarnya tidak ada tetapi lebih tepatnya penggabungan pemidanaan. 
Ialah pasal 338 ,339,340 dan pelaku juga melanggar pasal 181 KUHP. 
  Pasal 338 KUHP berisi tentang pembunuhan biasa. Pasal tersebut 
berbunyi :
8
 
“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, 
diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 
lima belas tahun.” 
 
Jika perbuatan pembunuhan dilakukan secara Mutilasi maka 
sipelaku akan mendapatkan pidana penggabungan diantaranya  yaitu 
pasal 339,pembunuhan disertai perbuatan lain dengan ancaman yang 
terdapat dalam pasal tersebut, yang berbunyi :  
“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan 
pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau 
mempermudah pelaksanaanya, atau untuk melepaskan diri sendiri 
maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau 
pun memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan 
hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 
waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun “. 
Kemudian perbuatannya dilakukan secara berencana terdapat pasal 340 
KUHP yang berbunyi :  
“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu 
merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan 
rencana, dengana pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 
selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun” 
 
Dalam tindak pidana pembunuhan mutilasi sipelaku memotong-motong 
korban, menghilangkan mayat , dalam hal tersebut diatur pada pasal 
181 KUHP yang berbunyi :  
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“Barangsiapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau 
menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian 
atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 
sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima 
ratus rupiah.” 
 
Menurut pasal 10 KUHP hukuman yang dapat dijatuhkan oleh 
seseorang yang melakukan tindak pidana.
9
 Dapat berupa : 
1. Hukuman Pokok: 
a. Hukuman Mati  
b. Hukuman penjara 
c. Hukuman tutupan  
d. Hukuman kurungan 
e. Hukuman denda  
2. Hukuman Tambahan :  
a. Pencabutan hak-hak tertentu  
b. Perampasan barang-barang tertentu  
c. Pengumuman kepentingan hakim.  
Hukuman utama dapat dijatuhkan bersama dengan hukuman 
tambahan, dapat juga dijatuhkan sendiri. Tetapi hukuman tambahan 
tidak boleh dijatuhkan tersendiri tanpa penjatuhan hukuman 
utama.
10
Dengan adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum 
diharapkan seseorang tidak mudah dan tidak seenaknya berbuat 
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kejahatan.Harapan diterapkannya ancaman dan hukum bagi pelaku 
kejahatan tersebut adalah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 
B. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Secara Mutilasi Menurut Hukum 
Pidana Islam  
Sanksi atau hukuman secara etimologi berarti balasan atas suatu 
kejahatan/pelanggaran, yang dalam bahasa Arab disebut„uqubah. 
Lafadz‟uqubah menurut bahasa berasal dari kata „aqoba, yang memiliki 
sinonim„aqobahubidzanbihi au „aladzanbihi, yang mengandung arti 
menghukum, atau dalam sinonim lain, akhodzahubidzanbihi, yang artinya 
menghukum atas kesalahannya.
11
 
Dari segi berat ringannya hukuman, jarimah terbagi menjadi tiga 
bagian yaitu jarimah hudud, jarimah ta’zir, dan jarimah qisash dan 
diyat.Tindak pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh 
syara’ yang diancamka oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau 
ta’zir. atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan untuk 
dilaksanakan. Maksudpenyebutan kata syara’ bahwa larangan-larangan 
harus datang Larangan-larangan itu dapat berupa melakukan perbuatan 
yang dilarang dari nash-nash (ketentuan) syara’. 
Setiap tindak pidana mempunyai unsur-unsur umum yang harus di 
penuhi. Unsur-unsur ini ada tiga, yaitu sebagai berikut: 
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1. Harus ada nash yang melarang perbuatan (tindak pidana) dan 
mengancamkan hukuman terhadapnya. Inilah yang dalam istilah hukum 
konvensional dinamakan unsur formal (ar-ruknasy-syar’i) 
2. Melakukan perbuatan yang membentuk tindak pidana, baik perbuatan 
maupun sikap tidak berbuat. Inilah yang dalam istilah hokum 
konvensional dinamakan unsur material (ar-rukn al-madd) 
3. Pelaku harus orang yang mukalaf, artinya diabertanggung jawab atas 
tindak pidananya. Inilah yang dalam istilah hokum konvensional masa 
kini dinamakan unsur moral (ar-rukn adabi). 
Unsur-unsur tersebut secara umum harus terpenuhi dalam setiap 
tindak pidana. Akan tetapi, terpenuhinya unsur-unsur umum ini tidak 
terlepas dari unsur-unsur khusus dalam batasan-batasan tertentu yang juga 
harus dipenuhi dalam setiap tindak pidana sehingga bisa diancamkan 
hukumannya terhadapnya, seperti unsur mengambil dengan sembunyi-
sembunyi dalam pidana pencurian, unsur persetubuhan dalam pidana zina, 
dan unsur khusus lainnya yang harus dipenuhi.  
Perbedaan antara unsur tindak pidana umum dan tindak pidana 
khusus adalah unsur tindak pidana umum itu satu macamnya pada setiap 
tindak pidana. Sedangkan unsur tindak pidana khusus itu dapat berbeda 
dalam jumlah dan jenisnya menurut perbedaan tindak pidananya. 
12
 
Jumhur Fuqaha’ sepakat mengatakan bahwa sumber-sumber 
hukum Islam pada umumnya ada empat, yaitu Al-Qur’an, as-Sunnah 
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(Hadits), Ijma’ dan Qiyas. Hukum-hukum yang diambil dari sumber-
sumber tersebut wajib diikuti.Urutan-urutan penyebutan menunjukkan 
urutan-urutan kedudukan dan kepentingannya.Yakni apabila tidak terdapat 
dalam hukum suatu peristiwa dalam al-Qur’an baru dicari dalam sunnah, 
kalau tidak terdapat dalam sunnah dicari dalam ijma’. Dan jika belum 
terdapat dalam ijma’ baru di cari dalam qiyas.13 
Dalam Islam hukuman juga dapat dikelompokkan menjadi 
beberapa jenis.yaitu hukuman dilihat dari pertalian Hukuman yang satu 
dengan yang lain ada empat macam:
14
hukuman pokok, hukuman 
pengganti, hukuman tambahan, hukuman pelengkap. Kemudian Hukuman 
dilihat dari kewenangan Hakim dalam memutuskan perkara ada dua 
macam :
15
 
a. Hukuman yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang ditetapkan 
secara pasti oleh nash,artinya tidak ada batas tertinggi dan terendah. 
Contoh hukum dera bagi pezina 100 kali atau hukuman dera bagi 
penuduh zina delapan puluh kali. 
b. Hukuman yang memiliki alternatif untuk dipilih. 
  Hukuman dari segi objeknya, hal ini dapat dibagi menjadi tiga 
kelompok.: 
a. Hukuman jasmani, seperti potong tangan, rajam. 
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b. Hukuman yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan teguran . 
c. Hukuman benda,ganti rugi,diyat dan penyitaan harga 
    Hukuman dalam Islam terdapat gabungan hukuman dan 
pembunuhan mutilasi terdapat gabungan hukuman. Gabungan Hukuman 
adalah serangkaian sanksi yang diterapkan kepada seseorang apabila ia 
telah nyata melakukan jarimah secara berulang-ulang dan antara perbuatan 
jarimah yang satu dengan lainnya belum mendapatkan putusan akhir.
16
 
Gabungan hukuman bagi pelaku jarimah pada intinya dapat dibagi 
kedalam dua sifat : 
1. Gabungan anggapan (concurcus idealis) artinya adanya gabungan 
jarimah itu karenanya bersifat anggapan, sedangkan pelakunya 
sebenarnya hanya berbuat satu jarimah. 
2. Gabungan nyata (concurus realis), yaitu seseorang melakukan 
perbuatan jarimah ganda secara jelas,baik berkenaan dengan jarimah  
sejenis atau berbeda. 
Dalam syariat Islam, jarimah (tindak Pidana) atau disebut juga 
kejahatan, dapat mengenai jiwa orang, dan dapat pula bukan mengenai 
jiwa orang, oleh sebab itu pembunuhan yang disertai mutilasi tergolong 
pembunuhan berencan (qatlul „amd) yang tergolong sadis, karena 
menghilangkan nyawa orang lain dan memotong-motong bagian tubuh 
korban. Hukuman bagi yang membunuh secara mutilasi adalah qishash. 
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Menurut hukum Islam pembunuhan mutilasi tersebut telah terjadi 
suatu gabungan tindak pidana., yaitu satu orang telah melakukan beberapa 
peristiwa pidana. Mengenai tindak pidana mutilasi dalam fiqh 
jinayah,memang tidak ada peraturan yang lebih menjurus atau khusus. 
Walaupun tidak ada penjelasan yang lebih rinci tetapi Allah Swt 
berfirman: 
 َّن ِّسلٱَو ِنُُذْلِْٱب َنُُذْلْٱَو ِفَنْلِْٱب َفَنْلْٱَو ِْيَْعْلِٱب َْيَْعْلٱَو ِسْفَّ نلِٱب َسْفَّ نلٱ ََّنأ ٓاَهيِف ْمِهْيَلَع اَن ْ ب َتََكو
 َكِٓئ َل۟وَُأف ُ َّللَّٱ َلَزَنأ َٓابِ مُكَْيَ َّْلَّ نَمَو ۚ ۥُهَّل ٌَةراَّفَك َوُه َف ۦِِهب َقَّدَصَت نَمَف ۚ ٌصاَصِق َحوُُرْلْٱَو ِّن ِّسلِٱب
 َنوُمِل َّللٱ ُم ُ 
Arinya : 
“  Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) 
bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan 
hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada 
kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan 
hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan 
perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-
orang yang zalim.”(Q.S.Al-Maidah :45).17 
 
Ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang delik pidana pembunuhan yaitu 
firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 178 : 
 ْنَمَف ۚ  ىَثُنْلِْٱب  ىَثُنْلْٱَو ِدْبَعْلِٱب ُدْبَعْلٱَو ُِّرْلِْٱب ُُّرْلْٱ ۖ ىَل ْ تَقْلٱ ِفِ ُصاَصِقْلٱ ُمُكْيَلَع َبِتُك ۟اوُنَماَء َنيِذَّلٱ اَهُّ َي  َٓيَ
 ِنَمَف ۗ ٌةَْحَْرَو ْمُكِّبَّر نِّم ٌفيِفَْتَ َكِل  َذ ۗ ٍن  َسْحِِبِ ِهَْيِلإ ٌٓءاََدأَو ِفوُرْعَمْلِٱب 
ٌۢ
ٌعاَِّبتَٱف ٌءْىَش ِهيِخَأ ْنِم ۥُهَل َىِفُع
 ٌمِيَلأ ٌااَذَع ۥُهَل َف َكِل  َذ َدْع َب  َدَتْعٱ 
Artinya : 
“Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qishash berkenaan 
dengan orang-orang yang dibunuh,orang merdeka dengan orang 
merdeka,hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka 
barangsiapa yang mendapat suatu pemanfaatan dari saudaranya, hendaklah 
(yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang 
diberi maaf)  membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang 
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baik. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu 
rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang 
sangat pedih”.18 
 
Dalam ayat tesebut menjelaskan bahwa jika kita menghilangkan nyawa 
seseorang balasannya sama dengan apa yang kita hilangkan seperti jiwa 
dengan jiwa, mata dengan mata,hidung dengan hidung,telingan dengan telinga 
dan sebagainya  
Dalam Hukum pidana Islam pelaku pembunuhan secara mutilasi 
digolongkan perbuatan yang sangat merugikan orang lain yang dikenakan  
qishash yaitu kecaman karena menghilangkan nyawa orang lain dan 
memotong-motong bagian tubuh kemudian dihilangkan bertujuan untuk 
menghilangkan jejak. 
Sanksi hukum pelaku pembunuhan secara mutilasi berdasarkan ayat-ayat 
Al-Qur’an mempunyai status hukum yang tergolong tindak pidana kejahatan. 
Pelaku tindak pidana tersebut dihukum qishash. Hukuman qishash tidak 
dapat dilakukan apabila syarat-syarat tidak terpenuhi. Syarat-syarat tersebut 
meliputi syarat-syarat untuk pelaku(pembunuh),korban(yang dibunuh), 
perbuatan pembunuhannya, dan wali dari korban. Syarat-syarat sebagai 
berikut. 
a) Syarat-syarat pelaku (pembunuh) 
Wahbah Zuhaili mengemukakan ada empat syarat yang harus dipenuhi 
oleh pelaku(pembunuh) untuk bisa diterapkannya hukuman qishash. 
Keempat syarat tersebut adalah: 
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1. pelaku harus orang mukalaf 
2. pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja  
3. pelaku(pembunuh) harus orang yang mempunyai kebebasan. 
b) Syarat-syarat untuk korban yang dibunuh  
1. korban harus orang mashu‟um ad-damartinya ia adalah orang yang 
dijamin keselamatannya oleh negara Islam 
2. korban bukan bagian dari pelaku. Artinya , antara keduanya tidak ada 
hubungan bapak dan anak. 
c) Syarat untuk perbuatan (pembunuhan ) 
Untuk bisa diterapkanya hukuman qishash bagi pelaku disyaratkan 
perbuatan pembunuhan harus secara langsung, bukan perbuatan tidak 
langsung. Jika perbuatannya tidak langsung hukumannya bukan qishash 
tapi diyat. 
d) Syarat untuk wali(keluarga) korban  
Hanaafiyah, sebagaimana dikutip oleh Wabbah Zuhaili mensyaratkan 
bahwa wali dari korban yang memiliki hak qishas harus jelas diketahui.
19
 
 Hal- hal yang dapat menggugurkan Hukuman Qishash. 
Hukuman Qishash dapat gugur karena salah satu dari empat, sebab sebagai 
berikut : 
a. Hilangnya objek qishash 
b. Pengampunan 
c. Perdamaian 20 
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Dari rangkuman diatas ialah sesungguhnya kita sebagai umat manusia 
lebih bisa menghargai sesama supaya tidak terjadi suatu perpecahan dan 
berakibat saling dendam dan melakukan kejahatan. 
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BAB IV 
A. Perbandingan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi  
Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam 
Dalam membahas terminologi atau istilah mutilasi hal ini mempunyai 
penafsiran atau pengertian makna dengan amputasi sebagai mana yang sering 
digunakan dalam istilah kedokteran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBRI) Mutilasi adalah proses atau tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh 
manusia atau hewan. 
1. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi dalam Hukum Positif  
Dalam hukum positif tindak pidana pembunuhan secara Mutilasi, terjadi 
penggabungan hukuman, pelaku terjerat pasal 338 tentang pembunuhan biasa. 
Pasal 338 yang menjelaskan mengenai pembunuhan biasa ,berbunyi. 
“Barangsiapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain ,di 
ancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas 
tahun.” 
Analisis Unsur yang terdapat pada pasal 338 KUHP sebagai berikut:  
1. Unsur obyektif  
a. Perbuatan : menghilangkan nyawa 
b. Obyektif   : orang lain  
2. Unsur subyektif  
a. Dengan subyektif  
Dalam perbuatan menghilangkan nyawa(orang lain) terdapat 3 syarat 
yang harus dipatuhi : adanya wujud perbuatan, adanya suatu 
kematian (orang lain), adanya hubungan sebab dan akibat antara 
perbuatan dan akibat kematian(orang lain). Antara unsur subyektif 
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sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat 
yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan 
menghilangkan nyawa (orang lain) harus tidak lama setelah 
timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain 
itu. 
Kemudiaan sipelaku juga terjerat pasal 339 KUHP tentan pembunuhan 
disertai perbuatan lain , yang berbunyi” 
“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan 
pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau 
mempermudah pelaksanaanya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta 
lainnya dari pidana dalam  hal tertangkap tangan, atau pun memastikan 
penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan 
pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh 
tahun “. 
 
Analisi unsur yang terdapat dalam pasal 339 KUHP adalah sebagai berikut :  
1. Semua unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif) dalam pasal 338 
2. Yang diikat, disertai,atau didahului oleh tindak pidana lain 
3. Pembunuhan tersebut dilakukan dengan maksud 
a. Untuk mempersiapkan tindak pidana lain  
b. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain  
c. Dalam hal tertangkap tangan ditujukan untuk menghindarkan diri 
sendiri maupun peserta lainnya dari pidana,atau untuk memastikan 
penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum dari 
tindak pidana lain. 
. pembunuhan secara mutilasi juga terkena pasal 340 yang memuat 
tentang pembunuhan berencana, yang berbunyi : 
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 “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu 
merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan rencana, dengan 
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling 
lama, dua puluh tahun”. 
 
Analisis unsur yang terdapat dalam pasal 340 adalah sebagai berikut : 
1. Unsur subyektif  
a. Dengan sengaja  
b. Dan dengan rencana terlebih dahulu  
2. Unsur obyektif  
a. Perbuatan : menghilangkan nyawa  
b. Obyeknya : nyawa orang lain  
Dari penjelasan pasal diatas menjelaskan pembunuhan berencana 
ancamanannya lebih berat dari pasal lainnya. Karena pembunuhan tersebut sudah 
terencana terlebih dahulu.  
Dalam Tindak pidana pembunuhan secara mutilasi pelaku memotong-motong 
bagian tubuh korban dan menyembunyikan atau menghilangkan potongan tersebut 
supaya tidak ada yang mengetahui tersebut. Sehingga pelaku mutilasi juga terjerat 
pasal 181 KUHP, yang berbunyi :  
 “Barangsiapa mengubur, menyembunyikan,membawa lari atau 
menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atas 
kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau 
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. 
 
Analisis unsur pasal 181 KUHP yang berisi tentang :  
1. Barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini adalah ialah yang berupa manusia 
dan badan hukum, pada kasus ini jelas manusia. 
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2. Mengubur,menyembunyikan, membawa lari yang dimaksud dalam pasal 
tersebut adalah yang harus dikubur disembunyikan adalah mayat. 
2. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi dalam Hukum Islam 
Pembunuhan mutilasi adalah kejahatan yang dilakukan dengan tujuan 
menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan alat, dimana alat yang 
digunakan dapat menyebabkan kematian dan diikuti mutilasi, yaitu aksi yang 
menyebabkan terpisahnya satu atau beberapa bagian tubuh. 
Didalam hukum Islam pembunuhan pertama kali oleh  Qabil terhadap 
habil. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur‟an Surah Al-Maidah ayat 27 :1 
 َلَاق ِرَخاَءْلٱ َنِم ْلَّبَق َت ُي َْلََو َاِهِِدَحَأ ْنِم َلِّبُق ُت َف انًَبَْر ُق َبََّر َق ْذِإ ِّقَْلِْٱب َمَداَء َْنَ ْبٱ َأَب َن ْمِهْيَلَع ُلْتٱَو 
 َ ِقَّت ُْٱٱ َنِم ُ َّٱٱ ُلَّبَق َت َي َا َّ ِإ َلَاق  ۖ  ََّ َل ُت َْق َ 

Artinya: 
“Dan ceritakanlah(Muhammad) yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah 
kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka(kurban) 
salah seorang dari mereka berdua(Habil) diterima dan dari yang lain (Qabil) 
tidak diterima dan dia (Qabil) Berkata “Sungguh aku pasti membunuhmu” Dia 
(Habil) berkata “Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang yang 
bertakwa”.2 
 
 Ayat ini diturunkan berkaitan dengan pebuatan pembunuhan Qabil 
terhadap habil. Singkat cerita tentang peristiwa pembunuhan tersebut ialah ketika 
Nabi Adam „alaihissalam hendak menikahkan mereka (Habil dengan Iqlimiya dan 
Qabil dengan layudha,red). Proteslah Qabil dan membangkang dikarenakan 
saudara habil jelek dan saudaranya sendiri cantik. Sehingga ia menginginkan 
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saudara kembarnya tersebut untuk dirinya sendiri lantaran ia merasa dirinya lebih 
berhak atas saudara kembarnya. Berdasarkan wahyu dari Allah, Nabi adam 
„alaihissalam memerintahkan keduanya untuk berkurban, siapa yang diterima 
kurbanya maka dialah yang berhak atas keutamaan( menikahi saudara kembar 
Qabil). 
 Qabil adalah seorang petani. Ketika diperintahkan berkurban maka ia 
berkurban dengan seikat gandum. Dia pilih gandum yang jelek dari tanamannya. 
Dia tidak perduli apakah kurbannya diterima atau tidak, karena rasa sombong dan 
dengki sudah menguasainya. 
 Sedangkan habil seorang peternak kambing, dia pilih kambing yang muda 
lagi gemuk untuk berkurban. Dia berkeinginan agar kurbannya diterima di sisi 
Allah Ta‟ala. Setelah kurban keduanya dipersembahkan, Allah Ta‟ala 
menurunkan api berwana putih dan dengan izin Allah api itu membawa kurban 
Habil (sebagai tanda bahwa kurbannya diterima) dan meninggalkan kurban Qabil. 
  Al-Qurthubi menukil dari Sa‟id bin Jubair rahimahullah dan lainnya 
bahwa kambing itu diangkat ke surga dan hidup di sana hingga diturunkan lagi ke 
bumi untuk dijadikan tebusan bagi Nabi Ismail „alaissalam ketika hendak 
disembelih oleh Nabi Ibrahim „alaihissalam, Wallahu a’alam. 
 Melihat yang demikian, dimana kurbannya tidak diterima, spontan 
marahlah Qabil hingga berlanjut mengancam habil untuk membunuhnya,walau 
bagaimanapun, dia tak ingin Habil menikahi saudara perempuannya.
3
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Didalam Islam hal ini termasuk hal yang dilarang, sebagaimana firmanAllah 
dalam surat An-Nisa : 93 
 Dalam ayat selanjutnya, Allah menjelaskan bahwa pembunuhan tanpa 
alasan terhadap seseorang berarti sama dengan membunuh manusia secara 
keseluruhan. Dalam surat Al-Ma‟idah ayat :2 
 َمَاَرْلْٱ َتْي َبْٱٱ  َ ِّمأاَء أَلََو َدِئَٓألَقْٱٱ َلََو َىَْدْلْٱ َلََو َمَاَرْلْٱ َرْهَّشٱٱ َلََو َِّٱٱ َرِئَٓأعَش ۟اوُّلُِتُ َلَ ۟او َُماَء َنيِذَّٱٱ اَهُّ َي َٓأيَ
 ِنَع ْمُكوُّدَص َنأ ٍمْو َق ُنَا  َ َش ْمُكَّ َِمرَْيَ َلََو ۚ ۟اوُدَاطْصَٱف ْمُتْلَلَح اَذِإَو ۚ انً َٓوِْضرَو ْمِِّبَّّر نِّم الًْضَف َنوُغ َت ْ ب َي
  ۖ َ َّٱٱ ۟اوُقَّ تٱَو ۚ ِن َٓوْدُعْٱٱَو ِْثِْْلْٱ ىَلَع ۟اُونَواَع َت َلََو  ۖ ٓىَوْقَّ تٱٱَو ِِّبْٱٱ ىَلَع ۟اُونَواَع َتَو ۘ ۟اوُدَتْع َت َنأ ِمَاَرْلْٱ ِدِجْس َْٱٱ
 ِااَقِعْٱٱ ُديِدَش َ َّٱٱ َّنِإ 
Artinya :  
“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: 
barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu 
(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, 
maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa 
yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah 
memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang 
kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan 
yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh 
melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”4 
 
Dijelaskan pula dalam ayat tesebut bahwa jika kita sebagai manusia 
membunuh orang lain seakan-akan kita membunuh semua umat manusia tanpa 
terkecuali. Dan jika kita memelihara kehidupan manusia sama saja kita telah 
memelihara atau menghidupi seluuruh umat manusia dimuka bumi ini.  
 ٓأَلِإ ٌة ََّلَسُّم ٌَةيِدَو ٍة َِمْؤُّم ٍةَب َقَر ُرِيرْحَت َف اا  َطَخ اا ِمْؤُم َلَت َق نَمَو ۚ اا  َطَخ َّلَِإ اا ِمْؤُم َلُتْق َي َنأ ٍنِمْؤ ُِٱ َناَك اَمَو
 ٍٍۭمْو َق نِم َناَك نِإَو  ۖ ٍة َِمْؤُّم ٍةَب َقَر ُرِيرْحَت َف ٌنِمْؤُم َوُهَو ْمُكَّٱ ٍّوُدَع ٍمْو َق نِم َناَك نَِإف ۚ ۟اوُق َّدَّصَي َنأ أَّلَِإ أۦِهِلَْهأ
                                                          
       
4
 Departemen Agama RI,  Al-Qur’an Al Karim dan Terjemahannya, (Semarang:PT.Karya 
Toha Putra Semarang), hlm,199. 
74 
 
 ِ َِْعباَت َتُم ِنْيَرْهَش ُماَيِصَف ْد َِيَ َّْلَ ن ََف  ۖ ٍة َِمْؤُّم ٍةَب َقَر ُرِيرَْتَُو ۦِهِلَْهأ ٓأَلِإ ٌة ََّلَسُّم ٌَةيِدَف ٌقَٓثي ِّم مُه َ ْ ي َبَو ْمُك َ ْ ي َب
ا ا يِكَح اا يِلَع ُ َّٱٱ َناََكو ۗ َِّٱٱ َن
ِّم اَةبْو َت 
 
Artinya :  
“Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka 
balasannya ialah Neraka jahanam, dia kekal didalamnya Allah murka kepadanya 
dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya( Q.S.An-
Nisa:93)”.5 
 
Penjelasan ayat diatas ialah barang siapa yang membunuh seorang mukmim 
atau seorang yang beriman maka balasannya neraka jahanam yang sangat keji dan 
Allah menyediakan azab bagi mereka(sipelaku). 
Dalam tindak pidana pembunuhan mutilasi sebenarnya dalam hukum islam 
tidak diterangkan secara mendetail sanksi apa saja yang didapat sipelaku. Tetapi 
dalam hukum islam pembunuhan mutilasi dihukum dengan qishas. Yang telah 
difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat : 178  
 ۚ ٓىَثُن ِْٱب ٓىَثُن ْٱَو ِدْبَعْٱِٱب ُدْبَعْٱٱَو ُِّرْلِْٱب ُُّرْلْٱ  ۖ ىَل ْ تَقْٱٱ ِفِ ُصاَصِقْٱٱ ُمُكْيَلَع َبِتُك ۟او َُماَء َنيِذَّٱٱ اَهُّ َي َٓأيَ
 ۗ ٌةَْحَْرَو ْمُكِّبَّر نِّم ٌفيِفَْتَ  َِٱ َٓذ ۗ ٍن َٓسْحِِبِ ِهَْيِٱإ ٌءأاََدأَو ِفوُرْع َْٱِٱب 
ٌۢ
ٌعاَِّبتَٱف ٌءْىَش ِهيِخَأ ْنِم ۥُهَٱ َىِفُع ْن ََف
 ٌمِيَٱأ ٌااَذَع ۥُهَل َف  َِٱ َٓذ َدْع َب ٓىَدَتْعٱ ِن ََف 
Artinya : 
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu qishas,berkenaan dengan 
kamu orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba 
dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan 
pemaafan dari saudaranya,hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara 
yang baik dan hendaklah (yang diberi maaf)membayar (diat)kepada pemberi 
maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan 
dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Dan barangsiapa yang melampaui batas 
setelah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. 
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 Dalam hukum pidana islam hukuman bagi orang yang melakukannya 
dihukum dengan Qishash.di hukum Qishas karena pembunuhan mutilasi ialah 
tindak perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain. Dan mengakibatkan 
trauma pada keluarga korban, melihat mayat korban dipotong-potong kemudian 
dibuang. 
Adapun persyaratan penjatuhan hukuman Qishash ialah Penerapan hukuman 
qishash terhadap pembunuhan sengaja memrlukan persyaratan yang ketat. Para 
ulama menyebutkan beberapa ketentuan yang terkait dengan pembunuh, orang 
yang dibunuh, dan pembunuhan itu sendiri. 
 Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi sebagai syarat dapat dijatuhkan 
hukuman qishash.
6
Pembunuh yang dikenai qisas adalah pembunuh harus sudah 
balligh, berakal, sengaja membunuh, dan dalam keadaan tidak terpaksa. 
Penentuan terhadap syarat ini tidak langsung menjadikan pembunuhnya di-
qishash, tetapi bergantung pada ketentuan yang berlaku terhadap korban. 
B. Persamaaan dan Perbedaan penerapan sanksi terhadap pelaku pembunuhan 
mutilasi dalam Hukum Positif dan Hukum Islam  
1. Persamaan penerapan Sanksi terhadap Pelaku Pembunuhan Mutilasi dalam 
Hukum Positif dan Hukum Islam: 
Pengertian pembunuhan menurut Hukum Positif dengan Hukum Islam tidak 
jauh berbeda, Menurut Hukum Islam Pembunuhan ialah suatu aktivitas yang 
dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengkibatkan seseorang 
atau beberapa orang meninggal dunia. Menurut Hukum Positif pembunuhan 
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adalah suatu perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa 
orang lain. Secara umum keduanya memiliki makna perbuatan menghilangkan 
nyawa orang lain baik disengaja maupun tidak disengaja. Karena pada 
dasarnya pembunuhan adalah menghilangkan nyawa orang lain, maka tidak 
banyak perbedaan dalam hukum manapun.  
Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan antara lain: korban yang dibunuh 
adalah manusia yang hidup, kematian merupakan hasil dari perbuatan pelaku dan 
adanya kesengajaan maupun karena kesalahan. Sedangkan di dalam hukum 
positif, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan meliputi unsur objektif dan unsur 
subjektif, yakni perbuatan seseorang baik disengaja maupun karena kesalahan, 
perbuatan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dan adanya kemampuan 
bertanggung jawab pada diri pelaku kejahatan. Dari dua pandangan hukum 
tersebut,maka unsur-unsur tindak pidana pembunuhan baik dalam hukum pidana 
Islam maupun hukum positif memiliki kesamaan. 
Selain unsur-unsur pidana, kesamaan lain antara hukum pidana Islam dan 
hukum pidana positif yakni mengenai klasifikasi sanksi pidana. Dalam hukum 
pidana Islam, hukuman dibagi atas pokok , hukuman pengganti, hukuman 
tambahan  dan hukuman pelengkap . Hukum pokok dalam pembunuhan adalah 
qishas,yakni pembunuhan sengaja. Hukuman pengganti qishas adalah diyat dalam 
pembunuhan menyerupai sengaja dan hukuman karena kesalahan serta hukuman 
tambahannya adalah membayar kafarat. 
Hukum positif yang berlaku di Indonesia juga mengenal adanya klasifikasi 
sanksi pidana (hukuman) yang telah disebutkan di dalam Kitab Undang-undang 
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Hukum Pidana. Klasifikasi tersebut dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni hukuman 
pokok (Hoofd straffen) dan hukuman tambahan (Bijkomendestraffen). Menurut R. 
Soesilo, hukuman tambahan dapat diterapkan dengan didahului penjatuhan 
hukuman pokok.
7
Dalam sistem KUHP tidak dikenal kebolehan penjatuhan pidana 
tambahan mandiri tanpa penjatuhan pidana pokok, akan tetapidalam 
perkembangannya, penjatuhan pidana tidak hanya bertitik kepada penjatuhan 
pidana saja,namun juga mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipidana atau 
tidak.
8
 
Sanksi dalam Hukum Islam dan positif juga hampir sama yaitu dalam 
hukum Islam seseorang yang melakukan pembunuhan dihukum Qishash. Dalam 
hukum positif seseorang yang menghilangkan nyawa diganti dengan nyawa. 
Didalam KUHP juga dijelaskan jika pidana bagi pembunuhan ialah dengan 
penjara paling lama seumur hidup atau mati. 
Tabel 1.Persamaan sanksi pembunuhan mutilasi 
Persamaan Hukum Pidana Islam Hukum Pidana Positif 
Pengertian  suatu aktivitas yang 
dilakukan oleh 
seseorang atau beberapa 
orang yang 
mengakibatakan 
Perbuatan oleh siapa saja 
yang sengaja merampas 
atau menghilangkan 
nyawa orang lain  
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seseorangatau 
beberapaorang 
meninggal dunia 
Unsur  Unsur tindak pidana 
pembunuhan meliputi 
korban yang dibunuh 
adalah manusia hidup. 
Kematian merupakan 
hasil dari perbuatan 
pelaku, dan adanya 
kesengajaan maupun 
kesalahan 
Unsur objektif: perbuatan 
manusia, adanya akibat 
dari perbuatan pelaku, dan 
adanya keadaan tertentu 
yang menyertai. Unsur 
subjektif :kemampuan 
bertanggung jawab pada 
diri pelaku, adanya 
kesalahan baik disengaja 
maupun kealpaan 
Klasifikasi sanksi 
pidana  
Klasifikasi sanksi 
pidana meliputi 
Hukuman pokok ialah 
qishash, hukuman 
pengganti :diyat, 
hukuman tambahan: 
hukuman megikuti 
hukuman pokok tanpa 
memerlukan keputusan 
tersendiri seperti 
Hukuman pokok yaitu  
hukuman mati,hukuman 
penjara, hukuman 
denda,hukuman 
tutupan.Dan hukuman 
tambahan. Hukuman 
tambahan yaitu 
pencabutan beberapa hak 
yang tertentu, perampasan 
barang yang tertentu, 
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larangan menerima 
warisan bagi orang 
yang membunuh 
anggota keluarganya 
sendiri. hukuman 
pelengkap: hukuman 
yang mengikuti 
hukuman pokok dengan 
syarat ada keputusan 
tersendiri dari hakim. 
pengumuan keputusan 
hakim.dan hukuman 
pelengkap yaitu hukuman 
yang dijatuhkan sebagai 
pelengkap terhadap 
hukuman yang telah 
dijatuhkan. Dan  berlaku 
atas kewenangan hakim  
 
 
2. Perbedaan penerapan Sanksi terhadap Pembunuhan Mutilasi menurut Hukum 
Islam dan Hukum Positif. 
Dalam skripsi ini, pembahasan mengenai pembunuhan secara mutilasi 
terkena pasal 338, 339, 340 dan 181 . Dalam pasal-pasal tesebut disebutkan 
tentang pembunuhan disertai perbuatan kemudian pembunuhan berencana dan 
tentang menghilangkan jejak atau memotong-motong tubuh korban untuk 
menghilangkan jejak. 
Berdasarkan penjelasan mengenai tindak pidana pembunuhan serta 
sanksinya ditinjau dari hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, dapat 
diketahui mengenai perbedaan macam-macam pembunuhan yakni pembunuhan 
sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan karena salah. 
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Berdasarkan penjelasan mengenai tindak pidana pembunuhan serta 
sanksinya ditinjau dari hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, maka dapat 
diketahui mengenai perbedaan macam-macam pembunuhan. Di dalam hukum 
Islam mengenal beberapa jenis pembunuhan yakni pembunuhan sengaja, 
pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tersalah. Klasifikasi macam-macam 
pembunuhan itu berdasarkan pendapat dari ulama-ulama mazhab fiqh yang 
mashur di kalangan umat muslim, seperti Imam Malik, Imam Syafi‟i, Imam 
Hanafi dan Imam Hambali. Jenis-jenis pembunuhan tersebut juga berdasarkan 
ketentuan nash Al-Qur‟an sebagai berikut 
ۚ اا  َطَخ َّلَِإ اا ِمْؤُم َلُتْق َي َنأ ٍنِمْؤ ُِٱ َناَك اَمَو  
“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin membunuh 
seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja).....”(QS. An-
Nisa :92).
9
 
 
اا يِظَع ابَاَذَع ۥُهَٱ َّدََعأَو ۥُه ََعَٱَو ِهْيَلَع ُ َّٱٱ َبِضَغَو اَهيِف ا ادِل َٓخ ُمَّ َهَج ۥُهُؤأَازَجَف ا اد
ِّ َع َتُّم اا ِمْؤُم ْلُتْق َي نَمَو 
 “ Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka 
balasannya ialah jahannam, kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya, 
dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya”(QS.An-
Nisa:93).
10
 
 
Sedangkan di dalam hukum positif pembunuhan secara umum dibagi atas 
pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Pembunuhan biasa sendiri dibagi 
atas dua unsur yang datang dari pelaku, yakni pembunuhan dengan sengaja 
(dolus)dan pembunuhan tidak sengaja (culpa). Ketentuan pembagian pembunuhan 
dalam hukum positif tersebut di dasarkan kepada niat dari pelaku, pengaturan 
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kejahatan terhadap nyawa dalamKUHP yakni dengan adanya ketentuan pokok 
seperti dalam pasal 338 yang merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok 
(Doodslag in zijn grondvorm) yakni delik yang telah dirumuskan secara lengkap 
dengan semua unsur-unsurnya, dilanjutkan oleh pasal-pasal yang mengatur secara 
khusus dengan unsur pidana yang berbeda seperti pada pasal 340 yaitu 
pembunuhan berencana. 
Mengenai macam-macam pembunuhan seperti yang telah dijelaskan diatas, 
meskipun ada perbedaan klasifikasi, namun dapat ditemui kesamaannya yakni 
berdasarkan niat dari pelaku pembunuhan dan alat yang digunakan saat 
membunuh korban. Didalam hukum Islam, alat yang digunakan pelaku 
pembunuhan. 
Mempengaruhi apakah pembunuhan itu dikategorikan sebagai pembunuhan 
dengan sengaja atau karena kesalahan. Pembunuhan sengaja identik dengan 
penggunaan alat-alat yang pada umumnya dapat menyebabkan kematian pada 
seseorang.4 Sedangkan dalam hukum positif, alat yang digunakan dalam 
membunuh seseorang merupakan salah satu barang bukti yang dapat digunakan 
untu memperkuat tindak pidana dan pertimbangan hakim dalam memberikan 
putusan pidana. 
 Sanksi tindak pidana pembunuhan mutilasi dalm KUHP tidak dijelaskan 
secara jelas tetapi pembunuhan mutilasi mendapatkan gabungan pemidanaan yaitu 
pasal 338, 339, 340 dan 181. Yang hukumannya 15 tahun atau paling lama 
seumur hidup atau hukuman mati.  
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 Sedangkan dalam hukum pidana Islam, pembunuhan mutilasi dikenakan 
hukuman qishas atau diyat sebagai hukuman pokoknya. Hukuman qishas ini 
diterapkan apabila pelaku pembunuhan tidak mendapatkan pengampunan dari 
keluarga korban. Sedangkan diyat wajib dibayarkan oleh pelaku pembunuhan 
apabila keluarga korban memaafkannya. Berlakunya qishas bagi orang yang 
melakukan pembunuhan merujuk kepada sebuah ayat di dalam Al-Qur‟an : 
 ِّفِ فِرْسُي َلًَف اا َٓطْلُس ۦِهِِّيٱَوِٱ ا َْلَعَج ْدَق َف ااموُلْظَم َلُِتق نَمَو ۗ ِّقَْلِْٱب َّلَِإ ُ َّٱٱ َمَّرَح ِتَِّٱٱ َسْفَّ ٱٱ ۟اوُل ُتْق َت َلََو
ااروُص َم َناَك ۥُهَّنِإ  ۖ ِلْتَقْٱٱ 
 “Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah(membunuhnya), 
kecuali dengan suatu alasan yang benar dan barang siapa dibunuh secara zalim, 
maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah 
walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah 
orang yang mendapatkan pertolongan.”(QS. Al-Isra‟ : 33). 
 
Tabel 2. Perbedaan sanksi pembunuhan mutilasi 
 
Perbedaan Hukum Pidana Islam  Hukum Pidana Positif  
klasifikasi Pembunuhan terbagi 
menjadi 3 macam, 
yakni pembunuhan 
sengaja,pembunuhan 
menyerupai sengaja, 
dan pembunuhan karena 
kesalahan. 
Pembunuhan secara 
umum terbagi menjadi 
2 macam, yakni 
pembunuhan biasa 
(sengaja atau opzet dan 
kealpaan atau culpa)dan 
pembunuhanberencana  
Hubungan antara 
pelaku dan korban 
Jika didalam hukum islam 
jika saudara / wali dari 
Jika dalam KUHP 
walaupun pihak keluarga 
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korban(yang memaafkan) 
pelaku harus mengikuti 
dengan cara yang 
baik/memaafkan) pelaku 
membayar diyat kepada 
keluarga korban atau wali 
korban  
atau wali dari korban 
memberi ampunan atau 
maaf. Hukum tidak bisa 
dihentikan. Hukum tetap 
berlaku sesuai pasal yang 
berlaku 
Sanksi Pidana  Dalam hukum islam sanksi 
terhadap pembunuhan 
mutilasi dihukum Qishas 
atau jika sudah dimaafkan 
hanya membayar diyat 
Pembunuhan diatur dalam 
KUHP dihukum penjara 15 
tahun paling lama seumur 
hidup  
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BAB V  
PENUTUP  
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :  
1.  KUHP tetap memberi sanksi atau memberikan pasal pada si pelaku karena 
pembunuhan merupakan menghilangkan nyawa orang lain sedangkan mutilasi 
memotong-motong bagian tubuh korban kemudian dihilangkan atau 
disembunyikan dengan maksud menghilangkan jejak. Dalam KUHP pembunuhan 
mendapatkan gabungan pemidanaan yaitu pasal 338 tentang pembunuhan biasa 
,339 tentang pembunuhan yang didahului dengan perbuatan, 340 tentang 
pembunuhan berencana dan 181 tentang menyembunyikan menghilangkan 
potongan tubuh yang bertujuan menghilangkan jejak. Sedangkan di dalam Hukum 
Islam pembunuhan secara mutilasi juga tidak dijelaskan secara rinci namun di 
dalam Hukum Islam dijelaskan tentang menghilangkan nyawa orang lain yaitu 
jiwa dibalas jiwa, mata dibalas mata, kaki dibalas kaki dan sebagainya. Jadi, di 
dalam Hukum Islam sanksi tindak pembunuhan secara mutilasi ialah Qishas atau 
diyat (jika pihak keluarga atau wali dari korban memaafkan). 
2. Dalam sanksi yang diberikan terhadap pelaku pembunuhan secara mutilasi ada 
beberapa perbedaan ataupun kesamaan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. 
Persamaan sanksi pembunuhan mutilasi dalam hukum islam dan poitif adalah 
menghilangkan nyawa seseorang, unsur-unsurnya perbuatan menghilangkan 
nyawa seseorang, adanya kesalahan atau kealpaan dari sipelaku, sanksi yang 
diterima oleh pelaku pidana seumur hidup atau qishash. Perbedaan sanksi 
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pembunuhan ialah dalam pembunuhan dalam hukum islam terbagi menjadi 3 
macam yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, 
pembunuhan karena kesalahan, dalam hukum positif dibagi menjadi 2 macam 
pembunuhan biasa pembunuhan berencana, hubungan antara pelaku dengan koran 
jika dalam hukum islam jika keluarga korban mengampuni pihak pelaku bisa 
membayar diyat , tapi dalam hukum positif walaupun keluarga korban sudah 
mengampuni hukum tetap berlaku. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai 
bahan masukan dan saran-saran, antara lain : Kepada masyarakat, Pembunuhan 
secara mutilasi merupakan salah satu kejahatn yang sangat merugikan bagi 
kehidupan kedepan dan sangat menyalah gunakan aturan yang telah ditetapkan 
oleh Allah SWT karena setiap insan mempunyai hak untuk hidup dan ketentuan 
mati sudah ditangan Allah, perbuatan ini dapat menimbulkan permusuhan antar 
keluarga bahkan mengganggu kesejahteraan bersama, sehingga sepantasnyalah 
bagi pelaku pembunuhan berencana maupun pembunuhan lainnya mendapatkan 
hukuman yang setimpal atau seberat-beratnya. 
1. Kepada aparat penegak hukum, adanya hukum yang seadil-adilnya baik kepada 
keluarga korban maupun pelaku agar perbuatan ini tidak semakin merajalela dan 
agar hukuman yang diberikan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan agar 
perbuatan tersebut tidak terulang kembali dan dapat memberikan efek jera 
terhadap pelaku dan sebagai contoh terhadap orang lain agar tidak melakukan 
tindak pidana pembunuhan secara mutilasi. 
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